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PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pekalongan merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan
yang berisi program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra
Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dana yang
diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.

Persiapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
meliputi :

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang
pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

2. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerabh;

3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan

4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah
berdasarkan SIPD.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan
untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Prangkat
Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2023. Hal ini dapat

dijelaskan dalam gambar di bawah ini.
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Gambar 1.1

Kedudukan Renja BPKD Kabupaten Pekalongan dengan
Dokumen Perencanaan lainnya.

Selanjutnya Renj a Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 dijadikan sebagai pedoman penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 dan kemudian berubah
menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD) Kabupaten
Pekalongan Tahun 2023.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita
Negara Republik Indobesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);
|
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang —
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran
Negara Republik Indoneisa Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pekalongan. Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 85);

1 ——
RENCANA KERJA (RENJA) BPKD 2023 3



13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 96);

14. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023.

C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud :

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai

pedoman untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan

yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

2. Tujuan :

a. Sebagai pedoman kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023
sebagai kendali dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas yang
dilaksanakan dapat mencapai tujuan sesuai dengan Peraturan
Perundang - undangan yang berlaku;

b. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut
dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan
terjadi pada tahun mendatang;

c. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada
secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

d. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar
selaras dengan program tahunan daerah;

e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Pekalongan dalam mencapai tujuan dengan
cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan

terukur.
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D. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN

A.
B.
C.
D.

Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB Il. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah  Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB Il TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

C. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Berisikan rencana kerja dan pendanaan yang mana matrik diprint
out dari SIPD.

BAB V PENUTUP
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BAB Il
HASIL EVALUASI RENJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah T ahun Lalu
dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Pekalongan merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran
tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) sebagai
dokumen jangka menengah.

Kualitas penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Pekalongan akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk
memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan
menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi
terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Pekalongan tahun lalu dan pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Pekalongan.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pekalongan tahun lalu dan pencapaian Renstra Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan adalah untuk mengidentifikasi sejauh
mana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi
realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan serta hambatan dan
permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pekalongan tahun 2021 dapat dilihat dari capaian keuangan dan fisik
dalam pelaksanaan kegiatan serta capaian terhadap kinerja yakni merupakan
akumulasi dari capaian keuangan dan fisik. Adapun capaian evaluasi rencana
kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2021
adalah sebagai berikut :

1. Capaian keuangan pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Pekalongan tahun 2021 adalah sebesar 97,45%.
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2. Capaian kinerja, yakni tingkat pencapaian terhadap keluaran/output yang
dihasilkan dari suatu program/kegiatan yakni sebesar 100%.

Belanja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 435.827.715.730 Dan terealisasi sebesar
Rp 424.719.231.577 (97,45%). Anggaran tersebut untuk membiayai 4 (empat)
Program, 14 (empat belas) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) sub
kegiatan. Adapun capaian keuangan program/kegiatan/sub kegiatan Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2021 adalah
sebagai berikut :

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan output (Indikator| Target Realisasi % Anggaran (Rp) | Realisasi % Anggaran
Kinerja) Output Output realisasi anggaran (Rp.)
output
Penunjang Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan Bidang
Keuangan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
388.971.180.139| 385.072.419.318 99,00
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
Rencana Anggaran Daerah
2.183.291.000 1.804.547.300 82,65
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA Jumlah  dokumen
dan PPAS KUA dan PPAS
ang tersusun 2 dok 2 dok 100% 187.987.000 148.586.500 79,04
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan  Jumlah  dokumen
Perubahan KUA dan PPAS KUA dan PPAS
perubahan  yang
ftersusun
2 dok 2 dok 100% 146.280.000 128.429.000 87,80
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan  Jumlah  dokumen
Peraturan Daerah tentang APBD dan Perda APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran [Perbup Penjabaran
APBD IAPBD yang disusun
2 dok 2 dok 100% 707.571.500 664.435.100 93,90
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah  dokumen
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan |Perda  Perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran  [Appp gan Perbup
Perubahan Perubahan
Penjabaran  APBD
ang disusun 2dok 2dok 100% 722.536.900 641.207.450 88,74
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Jumlah  dokumen
Anggaran Belanja Daerah peraturan
pendukung
pengelolaan
keuangan  daerah
dan _ Pelaksanaan 6 dok 6 dok 100% 418.915.600 221.889.250 52,97
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah 1688.421.500 560.829.650 81,47
Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Jumlah  dokumen|
Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas |anggaran kas dan 2 dok 2 dok
dan SPD SPD yang|anggaran kas | anggaran kas
diterbitkan dan 350 SPD | dan 350 SPD 100% 145.136.500) 98.418.750 67,81
Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,Jumlah Laporan
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Harian Posisi Kas|
Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan [Daerah dan
Dana Transfer Lainnya Pelaporan
Pencapaian
Penggunaan Dana
[Transfer lebih tepat|
aktu 2 dok| 2 dok| 100% 105.000.000] 88.765.900 84,54
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan  {Jumlah daftar gaji
Laporan Realisasi Penerimaan dan : IASN dan
Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran rekonsiliasi PFK BA, - BA, -
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rekonsiliasi | Rekonsiliasi
Pajak Pajak 100% 173.904.000] 155.482.000 89,41
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Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan{JUmlah belanja
dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan danjAPBD  Kabupaten|
Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi  [Pekalongan
Terkait
1000 blangko| 1000 blangko| 100% 264.381.000) 218.163.000] 82,52
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Meningkatkan
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah |Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah
1.695.234.000 1.603.915.100 94,61
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Jumlah Laporan
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan [Pertanggungjawaba
APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran n Pelaksanaan
APBD dalam 1
Tahun  Anggaran|
dan jumlah laporan|
prognosis enam
bulan berikutnya.
4 dok| 4 dok| 100% 251.183.000] 242.654.900 96,60
Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan JumlahLaporan
Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan
Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 1 dok 1 dok 100% 467.023.000 446.156.900 95,53
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Jumlah Peraturan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Daerah tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  |Pertanggungjawaba
Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala |n APBD dalam 1
Daerah tentang Penjabaran ftahun anggaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kab./Kota
1 dok| 1 dok| 100% 712.330.000] 671.871.000) 94,32
Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan |Jumlah kasus TP-
Penyelesaian ITGR (Tuntutan|
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan  |Perbendaharaan
Kerugian Daerah dan Tuntutan Ganti
Rugi) yang
tertangani 2 kasus 2 kasus 100% 51.019.000] 50.752.000| 99,48
Sub kegiatan Pembinaan Akuntansi, Jumlah Pengelola
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan OPD dan
Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah OPD yang
melaksanakan
pengelolaan dan
penatausahaan
keuangan daerah
45 OPD 45 OPD 100% 213.679.000) 192.480.300 90,08
Kegiatan Penunjang Urusan
Kewenangan Pengelolaan Keuangan
Daerah 384.069.633.639| 380.770.878.968 99,14
Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Uumlah Dana Desa
Penyaluran Bantuan Keuangan ldan Alokasi Dana
Desa yang
tersalurkan 272 desa 272 desa 100%|  368.012.026.125|  367.406.839.656 99,84
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan|[JUmlah Dana untuk
Mendesak keperluan
mendesak dan tidak
bisa di prediksi 1 tahun 1 tahun 100% 5.604.000.000] 4.684.640.612 83,59
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil [Jumlah tahun Bagi
Kabupaten/Kota Hasil Pajak dan
Restribusi kepada
pesa 272desal 272 desa 100%  10453.607.514]  8.679.398.700 83,03
Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi
Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup
Keuangan Daerah
334.600.000 332.248.300 99,30
Sub Kegiatan Implementasi dan aktu
pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah  fterpeliharanya
Daerah Bidang Keuangan Daerah Sistem Informasi
Pemerintah Daerah 12 bulan 12 bulan 100% 334.600.000 332.248.300 99,30
Program Pengelolaan Barang Milik Persentase bidang|
Daerah ftanah bersertifikatl
Pemkab
Pekalongan 3.827.822.000) 2.473.576.392 64,62
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Persentase  aset]
Daerah yang dilakukan
pengamanan fisik
3.827.822.000) 2.473.576.392 64,62
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga  [Jumlah standar|
Biaya Kegiatan dan|
Honorarium, Biaya
pemeliharaan
Standar Hargal
Barang Kebutuhan
Pemerintah
Kabupaten
Pekalongan 1 dok 1 dok 100% 372.868.000 338.157.950 90,69
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Jumlah Dokumen
Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Perencanaan
Kebutuhan Barang
iik Daerah
1 dok 1dok 100% 59.000.000 54.756.500 92,81

1 ——
RENCANA KERJA (RENJA) BPKD 2023

8




Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik JumliH  dokumen
Daerah Tertib  Administrasi
Pengelolaan Barang
Milik Daerah
1 dok 1 dok 100% 452.377.000) 418.956.700) 92,61
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milk  |Pensertifikatan
Daerah ftanah dan
pemasangan papan
nama identitas|
kepemilikannya,
penjualan  barang
milik daerah 3 paket 3 paket
kegiatan kegiatan 100% 1.972.832.000) 734.871.342 37,25
Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah |Penilaian ~ Barang
Milik Daerah guna
pemanfaatan, 3 dok 3 dok 100% 161.216.000) 154.269.200 95,69
Sub Kegiatan Pengawasan dan WUmlah  dokumen|
Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Pengawasan  dan
Daerah Pengendalian
Barang Milk Daerah 1 dok 1do  100%| 351201000 337.952.800 96.23
Sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Jumlah OPD yang|
Barang Milik Daerah Pemerintah mendapatkan
Kabupaten/Kota Pembinaan tentang
Pengelolaan Barang
Milik Daerah 47 OPD 47 OPD 100% 458.328.000 434.611.900 94,83
Program Pengelolaan Pendapatan Persentase
Daeraah capaian PAD
e 2.964.308.400  2.775.607.744 93,63
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daeraa
2 A4 308 400) 2 775 607 744 93,63
Sub kegiatan Analisa dan WUmlah  dokumen|
Pengembangan Pajak Daerah, serta Perda dan Perkada
Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah tentang Pajak|
Paerah 2 dok 2 dok 100% 162.422.200 109.254.600 67,27
Sub Kegiatan Penyuluhan dan Jumlah desa yang|
Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah  |nenerima
Daerah penyampaian SPPT]
dan  PBB  dan
Peningakatan
Pengetahuan
Petugas Pemungul
di 285
esalkelurahan 285 desa 285 desa 100% 224.105.500] 218.149.500) 97,34
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Jumlah SPPT, 126 box
Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah DHKP, dan blangkol 126 box|
pendukungnya SPPT, 60 box|blangko SPPT,
blangko|60 box blangkol
DHKP dan DHKP dan
tenaga tenaga
outsorsing outsorsing 100% 544.847.800] 511.713.210 93,92
Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran  [Meningkatnya Pemutakhiran Pemutakhiran
Objek Pajak Daerah kontribusi pajakPatabase Database
daerah  terhadap2000 OP, 2000 OP,
Pendapatan  Aslipenilaian 100 jpenilaian 100
Daerah OP 75 bh OP 75 bh 100% 246.634.900) 222.226.100 90,10
Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, |JUmlah aplikasi
dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah basis data pajak|
daerah, yang
fterpelihara 3 aplikasi 3 aplikasi 100% 266.012.400) 261.987.650 98,49
Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah umlah bulan|
ertagihnya ~ Suraf|
Ketetapan  Pajak|
Daerah (SKPD)
12 bulan 12 bulan 100% 471.977.600) 427.861.184 90,65
Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan |JUmlah bulan
dan Pengawasan Pajak Daerah erlaksananya
Koordinasi dan|
Rekonsiliasi
penerimaan 12 bulan 12 bulan 100% 1.048.308.000) 1.024.415.500) 97,72
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Program Penunjang Urusan Pemerintah |Persentase
Daerah Kabupaten/Kota ketercapaia
n Program
Penunjang
Urusan
Pemerintah
an Daerah
40.064.405.191 34.397.628.123) 85,86
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.013.000 16.301.850 85,74
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen JUmlah
Perencanaan Perangkat Daerah dokumen
perencana
an yang
tersusun
2 dok| 2 dok| 100% 19.013.000] 16.301.850) 85,74
Kegiatan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 13.017.720.541]  10.816.006.112 83,09
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN JUmlah
bulan
Terbaya
rya
gaji dan
tunjang
an ASN
BPKD
Kab. 12 bulan| 12 bulan 100%|  12.705.832.541]  10.517.823.812 82,78
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan | Jumlah
Akuntansi SKPD bulan
terbayar
nya
honor 12 bulan 12 bulan 100% 311.888.000] 298.182.300] 95,61
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.247.492.150] 1.982.231.573 88,20
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bulan
Terpenuhiny|
a
!(otn;l)or?en 12 bulan 12 bulan 100% 13.607.750 12.403.700 91,15
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah jenis
Kantor Peralatan
dan
Perlengkapa 5 jenis 5 jenis, 100%|  1.813.050.000]  1.615.524.830 89,11
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah
Bulan
terpenuhiny
2 Peralatan 12 bulan 12 bulan 100% 46.052.000] 42.103.000] 91,42
Penyediaan Bahan Logistik Kantor JUmlah
bulan
Terpenuninyl 45 jan 12 bulan 100% 105.387.400) 104.303.150
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah
Penggandaan bulan
lerpenuhinya
barang 12 bulan 12 bulan 100% 80.040.000 73.264.450 91,53
Fasilitasi Kunjungan Tamu JUmlah
bulan
tersedianya
Makan dan
minum 12 bulan 12 bulan 100% 64.355.000 45.490.600 70,69
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah
Konsultasi SKPD bulan yang
terpenuhi
dalam
rangka
rapat-rapat 12 bulan 12 bulan 100% 125.000.000 89.141.843 71,31
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 93,00
Pemerintahan Daerah 22.281.120.000 20.722.072.970
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya | Jumlah 12 bulan 12 bulan 100% 22.002.000.000 | 20.448.255.386 92,94
Air dan Listrik bulan
terpenuh
inya
penyedi
aan jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | JUmlah 12 bulan 12 bulan 100% 279.120.000 273.817.584 98,10
bulan
tersedia
nya Jasa
Kebersih
an
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 97,84
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 854.422.500 835.973.468
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Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan|

Jumlah
bulan
yang
terpenuh
i dalam
rangka
penyedi
aan

12 bulan

12 bulan

100%

228.894.000

216.764.746

94,70

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah
bulan
yang
terpenuh
i dalam
rangka
penyedi

12 bulan

12 bulan

100%

290.432.000

285.458.000

98,29

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya

Jumlah
bulan
ersedian
ya

12 bulan

12 bulan

100%

335.096.500

333.750.722

99,60

Adapun Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
(Renja) 2021 dan Pencapaian Renstra Tahun 2021 — 2026 sebagaimana

tercantum dalam tabel 2.1.

RENCANA KERJA (RENJA) BPKD 2023

11



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kabupaten Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra Perangkat

gi)pgﬁ::t; Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 Tarcet Daerah s/d tahun
(Renstra Target N 21 dan berjalan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Peranakat Kinerja prig am da Realisasi
Pemerintahan Daerah Dan Kinerja Program 9 Hasil eglat_an Capaian )
Kode ; ; Daerah 2021- Target o (Renja Tingkat
Program/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan Program A Realisasi . Program )
2026 ealisas g
(output) ) dan Renja Renia Tingkat Perangkat dan Capaian
Keluaran Perangkat p I Reali Daerah ) Realisas
erangkat : Kegiatan )
Kegiatan Daerah Daerah sasi (%) | tahun 2022) s/d tahun | Target
s/d dengan tgg;f tahun 2021 berjalan Rezlstra
tahun (tahun (%)
2020 2022)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 11=(10/
9) 4)
02 Penunjang Urusan pemerintahan
0212 Bidang Urusan Keuangan
02 |2 01 Program Pengelolaan Keuangan
Daerah
02 |2 01| 00 Kegiatan Koordinasi dan
Penyusunan Rencana Anggaran
Daerah
02| 2 01| 01 | Sub kegiatan Koordinasi dan [Tersusunnya  dokumen 10 2 2 2 100 2 6 60
Penyusunan KUA dan PPAS KUA dan PPAS vyang
tersusun
02 |2 01| 02 | SubKegiatan Koordinasi dan Tersusunnya  dokumen 10 2 2 2 100 2 6 60
Egr'&ysusunan Perubahan KUA dan KUA dan PPAS
perubahan yang tersusun
02| 2 01| 07 | Sub kegiatan Koordinasi dan [Tersusunnya  dokumen 10 2 2 2 100 2 6 60
Penyusunan Peraturan Daerah Perda APBD dan Perbup!
tentang APBD dan Peraturan Kepala [Penjabaran APBD yang
Daerah tentang penjabaran APBD  [disusun
022 01| 08 [SubKegiatan Koordinasi dan [Tersusunnya  dokumen 10 2 2 2 100 2 6 60
Penyusunan Peraturan Daerah tentan Perda Perubah APBD
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala| €@ Ferubanan
Daerah tentang Penjabaran Perubahan [dan Perbup Perubahan
Penjabaran APBD yang
disusun
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Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra Perangkat

lCD:apeuan Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 Daerah s/d tahun
rogram Target :
. . (Renstra Target program dan __berjalan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Perangkat Kinerja Hasil kegiatan Realisasi
Kod Pemerintahan Daerah Dan Kinerja Program Daerah 2021- Program dan T R g Capaian Tinak
ode Program/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan 2026 Keluaran arget Realisasi . (Renja Program mg_at
) i Renja . Tingkat | Perangkat Capaian
(output) Kegiatan s/d Renja : dan -
Perangkat Reali Daerah ; Realisas
dengan Daerah Perangkat sasi (%) | tahun 2022) Kegiatan i Target
tahun 2020 tahun Daerah s/d tahun Rens%ra
2021 tahun 2021 berjalan o
(tahun 0)
2022)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 11=(10/
9) 4)
02 01| 11 | SubKegiatan Koordinasi Tersusunnya  dokumen 30 6 6 6 100 6 18 60
Bgreergﬁanaan Anggaran Belanja peraturan pendukung
pengelolaan  keuangan
daerah dan Pelaksanaan
IAPBD Tahun 2021
02 02| 00 |[Koordinasi dan Pe”geIOIaanPersentase pengelolaan
Perbendaharaan Daerah perbendaharaan  yang
terlaksana
02 02 | 03 [Penyiapan, Pelaksanaangumlah dokumen 10 2 2 2 100 2 6 60
Pengendalian dan Penerbitanfanggaran kas dan SPD
lAnggaran Kas dan SPD lyang diterbitkan
02 02| 05 [Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,[Tersedianya Laporan 10 2 2 2 100 2 6 60
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring danHarian Posisi Kas Daerah
Evaluasi Pengelolaan Danaldan Pelaporan
Perimbangan dan Dana Transfer[Pencapaian Penggunaan
Lainnya Dana Transfer lebih tepat|
waktu
02 02 | 07 [Koordinasi dan Penyusunan Laporan[Tersusunnya daftar gaji 20 4 4 4 100 4 12 60
Realisasi Penerimaan dan/ASN dan terlaksananya
Pengeluaran Kas Daerah, Laporanfekonsiliasi PFK
IAliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)
02 02| 09 |[Rekonsiliasi Data Penerimaan dan[Terbayarnya belanja 5000 1000 1000 1000 100 1000 3000 60
Pengeluaran Kas serta PemungutanAPBD Kabupaten
dan Pemotongan Atas SP2D denganPekalongan
Instansi Terkait
02 03| 00 |[Koordinasi dan PelaksanaanMeningkatkan
IAkuntansi dan Pelaporan KeuanganAkuntabilitas
Daerah Pengelolaan Keuangan
Daerah
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02

03

03

Koordinasi  Penyusunan  Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
IAPBD Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran

Tersedianya Laporan
Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD
dalam 1 Tahun Anggaran
dan  jumlah  laporan
prognosis enam bulan

20

100

12

60

02

03

04

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,
BLUD dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Tersedianya Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah

100

60

02

03

05

Koordinasi Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan
IAPBD Provinsi dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kab./Kota

Tersusunnya Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban
APBD dalam 1 tahun
langgaran

100

60

02

03

07

Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Penyelesaian

[Tuntutan Perbendaharaan dan
[Tuntutan Kerugian Daerah

Tertanganinya kasus TP-
TGR (Tuntutan
Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi)

10

100

60

02

03

11

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah
Kabupaten/Kota

Jumlah Pengelola

Keuangan OPD dan

Jumlah OPD yang
elaksanakan

225

45

45

45

100

45

135

60

02

04

00

Penunjang Urusan Kewenangan
Pengelolaan Keuangan Daerah

02

04

08

lAnalisis Perencanaan dan Penyaluran
Bantuan Keuangan

Tersalurkannya Dana
Desa dan Alokasi Dana
Desa

1360

272

272

272

100

272

816

60

02

04

09

Pengelolaan Dana Darurat dan
Mendesak

Tersedianya Dana untuk
keperluan mendesak dan
tidak bisa di prediksi

100

60

02

04

10

Pengelolaan Dana Bagi Hasil
Kabupaten/Kota

[Terbayarkanya Badi Hasil
Pajak dan Restribusi
kepada Desa

1360

272

272

272

100

272

816

60

02

05

00

Pengelolaan Data dan Implementasi
Sistem Informasi Pemerintah
Daerah Lingkup Keuangan Daerah

02

05

02

Implementasi  dan  pemeliharaan
Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan Daerah

W aktu terpeliharanya
Sistem Informasi
Pemerintah Daerah
dalam 1 tahun

60

12

12

12

100

12

36

60

RENCANA KERJA (RENJA) BPKD TAHUN 2023
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Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra Perangkat

gﬁ)%e:f; Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 Target Daerah s /d tahun
. . (Renstra Target program dan _berjalan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Perangkat Kinerja Hasil kegiatan Realisasi
Kode Pemerintahan Daerah Dan Kinerja Program Daerah 2021- Program dan Target R n'g Capaian Tinakat
Program/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan 2026 Keluaran arge Realisasi . (Renja Program Ingka
) - Renja . Tingkat | Perangkat Capaian
(output) Kegiatan s/d Renja : dan -
dengan Perangkat Perangkat R(_aall Daerah Kegiatan Reallsas
Daerah sasi (%) | tahun 2022) i Target
Daerah s/d tahun
tapn tahun 2021 berjalan Re([,‘/s”a
(tahun 0)
2022)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 11=(10/
9) 4)
03 Program Pengelolaan Barang Milik|Persentase bidang
Daerah tanah bersertifikat
Pemkab Pekalongan
03 01 00 |Pengelolaan Barang Milik Daerah  [Persentase aset yang
dilakukan pengamanan
fisik
03 01 | 01 |Penyusunan Standar Harga Jumlah standar Biaya 5 1 1 1 100 1 3 60
Kegiatan dan
Honorarium, Biayal
pemeliharaan Standar|
Harga Barang Kebutuhan
Pemerintah  Kabupaten
Pekalongan
03 01 | 02 |Penyusunan Standar Barang Milik[Tersedianya Dokumen 5 1 1 1 100 1 3 60
Daerah dan Standar Kebutuhan Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah
03 01 | 05 |Penatausahaan Barang Milik Daerah [Terwujudnya Tertib 5 1 1 1 100 1 3 60
IAdministrasi Pengelolaan
Barang Milik Daerah
03 01 07 [Pengamanan Barang Milik Daerah Pensertifikatan tanah dan 15 3 3 3 100 3 9 60
pemasangan papan
nama identitas
kepemilikannya,
penjualan barang milik
daerah
03 01 08 [Penilaian Barang Milik Daerah Penilaian Barang Milik 15 3 3 3 100 3 9 60
Daerah guna
pemanfaatan,
pemindahtanganan dan
penyusunan Laporan
Keuangan Daerah
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Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra Perangkat

gapalan Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 Daerah s/d tahun
rogram Target :
(Renstra Target rogram dan berjalan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Perangkat Kinerja Hasil P kg atan Realisasi
Kod Pemerintahan Daerah Dan Kinerja Program Daerah 2021- Program dan T t R g Capaian Tinakat
ode Program/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan 2026 Keluaran arge Realisasi . (Renja Program Ingxa
) - Renja : Tingkat | Perangkat Capaian
(output) Kegiatan s/d p Renja ° dan -
erangkat Reali Daerah Kegiatan | Realisas
dengan Daerah Perangkat sasi (%) | tahun 2022) ' i Target
tahun 2020 tahun Daerah s/d tahun Rens%ra
2021 tahun 2021 berjalan o
(tahun 0)
2022)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 11=(10/
9) 4)
03 01 | 09 |Pengawasan dan PengendalianTersedianya  dokumen 5 1 1 1 100 1 3 60
Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengawasan dan
Pengendalian Barang
03 01 13 [Pembinaan Pengelolaan Barang Milik[Terlaksananya 235 47 47 47 100 47 141 60
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota [Pembinaan tentang
Pengelolaan Barang Milik
04 Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah
04 01 00 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan
Daerah
04 01 02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,Tersedianya  Perda  dan 10 2 2 2 100 2 6 60
serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. |Perkada tentang Pajak Daerah
04 01 | 03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan[Terlakasananya penyampaian 1425 285 285 285 100 285 855 60
Pajak Daerah SPPT dan PBB  dan
Peningakatan ~ Pengetahuan
Petugas Pemungut di 285
desalkelurahan.
04 01 | 04 | Penyediaan Sarana dan  Prasarana[Tersedianya SPPT, DHKP, dan 558 186 186 186 100 186 558 60
Pengelolaan Pajak Daerah pendukungnya
04 01 | 05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak[Meningkatnya kontribusi pajak 110000 22000 22000 22000 100 22000 66000 60
Daerah daerah terhadap Pendapatan
Asli Daerah
04 01 06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan(Terpeliharanya basis  data 15 3 3 3 100 3 9 60
Basis Data Pajak Daerah pajak daerah, terpeliharanya
sistem aplikasi pelayanan PBB|
dan BPHTB online serta
pengadaan sistem peta PBB|
berbasis WEB
04 01 11 | Penagihan Pajak Daerah [Tertagihnya Surat Ketetapan 60 12 12 12 100 12 36 60
Pajak Daerah (SKPD)
04 01 13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan[Terlaksananya Koordinasi dan 60 12 12 12 100 12 36 60
Pengawasan Pajak Daerah Rekonsiliasi penerimaan
pendapatan daerah
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Target Kinerja
Capaian

Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu 2020

Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra Perangkat

Program Realisasi Target Daerah _s/d tahun
. . (Renstra Target program dan _berjalan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Perangkat Kinerja Hasil Kegiatan Realisasi
Kod Pemerintahan Daerah Dan Kinerja Program Daerah 2021- Program dan T t R 9 Capaian Tinakat
ode Program/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan Keluaran arge Realisasi . (Renja Program Ingka
2026) . Renja ' Tingkat | Perangkat Capaian
(output) Kegiatan s/d Renja : dan -
Perangkat Reali Daerah ; Realisas
dengan Daerah Perangkat sasi (%) | tahun 2022) Keglatan i Target
tahun 2020 tahun Daerah s/d tahun Rens%ra
2021 tahun 2021 berjalan o
(tahun 0)
2022)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 11=(10/
9) 4)
01 Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
01 01 Perencanaan, Penganggaran, Tersedianya dokumen
dan Evaluasi Kinerja Perangkat | perencanaan pada
Daerah BPKD Kab.
01 01 | 01 Penyusunan Dokumen Tersusunnya 10 2 2 2 100 2 6 60
Perencanaan Perangkat Daerah  [Penyusunan Renstra dan
Renja Perangkat Daerah
01 02 Administrasi Keuangan Persentase
Perangkat Daerah Ketercapaian
IAdministrasi Keuangan
Perangkat Daerah (%)
01 02 | 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan  Jumlah Bulan 60 12 12 12 100 12 36 60
ASN Terpenuhinya Gaji dan
Tunjangan ASN dan
Insentif pemungut pajak
daerah
01 02 | 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah bulan tersedianya 60 12 12 12 100 12 36 60
Akuntansi SKPD Jasa administrasi
keuangan
01 03 Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah
01 03 | 02 Pengamanan Barang Milik Daerah [Tersedianya Asuransi 60 12 12 12 100 12 36 60
SKPD Barang Milik daerah
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Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra Perangkat

gapalan Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 Daerah s/d tahun
rogram Target :
. . (Renstra Target program dan - be_rjalan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Perangkat Kinerja Hasil kegiatan Realisasi
Kod Pemerintahan Daerah Dan Kinerja Program Daerah 2021- Program dan T t R 9 Capaian Tingkat
ode Program/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan 2026 Keluaran arge Realisasi . (Renja Program Ingxa
) - Renja : Tingkat | Perangkat Capaian
(output) Kegiatan s/d Renja ° dan -
Perangkat Reali Daerah Kegiatan | Realisas
dengan Daerah Perangkat sasi (%) | tahun 2022) . i Target
tahun 2020 tahun Daerah s/d tahun Rens%ra
2021 tahun 2021 berjalan o
(tahun 0)
2022)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 11=(10/
9) 4)
01 05 Administrasi Kepegawaian Persentase
Perangkat Daerah Ketercapaian
Pelaksanaan
Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi (%)
01 05 | 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai  [Jumlah ASN yang 20 4 4 4 100 4 12 60
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi (pegawai)
01 06 IAdministrasi Umum Perangkat Persentase
Daerah Ketercapaian
IAdministrasi Umum
Perangkat Daerah (%)
01 06 01 |Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah bulan 60 12 12 12 100 12 36 60
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [Terpenuhinya Komponen
Listerik/Kantor
01 06 | 02 |Penyediaan Peralatan dan Pumlah jenis 60 12 12 12 100 12 36 60
Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
01 06 03 |Penyediaan Peralatan Rumah Tanggafumlah Bulan 60 12 12 12 100 12 36 60
Terpenuhinya Peralatan
Rumah Tangga
01 06 | 04 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor  [Jumlah Bulan 60 12 12 12 100 12 36 60
[Terpenuhinya Alat Tulis
01 06 | 05 |Penyediaan Barang Cetakan dan Uumlah Bulan 60 12 12 12 100 12 36 60
Penggandaan Terpenuhinya Cetak
01 06 | 08 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Uumlah Bulan 60 12 12 12 100 12 36 60
Terpenuhinya Kunjungan
Tamu
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Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra Perangkat

lCD:apeuan Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 Daerah s/d tahun
rogram Target :
. . (Renstra Target program dan _berjalan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Perangkat Kinerja Hasil kegiatan Realisasi
Kod Pemerintahan Daerah Dan Kinerja Program Daerah 2021- Program dan T t R g Capaian Tinakat
ode Program/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan 2026 Keluaran arge Realisasi . (Renja Program Ingka
) - Renja . Tingkat | Perangkat Capaian
(output) Kegiatan s/d Renja : dan -
Perangkat Reali Daerah ; Realisas
dengan Daerah Perangkat sasi (%) | tahun 2022) Kegiatan i Target
tahun 2020 tahun Daerah s/d tahun Rens%ra
2021 tahun 2021 berjalan o
(tahun 0)
2022)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 11=(10/
9) 4)
01 06 | 09 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi [Jumlah Penyelenggaraan 60 12 12 12 100 12 36 60
dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
01 08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
01 08 02 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Bulan 60 12 12 12 100 12 36 60
Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
bulan)
01 08 04 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum [Jumlah Orang 60 12 12 12 100 12 36 60
Kantor Pengadaan Jasa
Pelayanan Umum
Orang)
01 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah [Prosentase Barang
Penunjang Urusan Pemerintahan  |Milik Daerah Yang
Daerah terpelihara
01 09 | 02 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Bulan 60 12 12 12 100 12 36 60
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Terpenuhinya
Perizinan Kendaraan Dinas Pemeliharaan, Biaya
Operasional atau Lapangan Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan (bulan)
01 09 06 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  {Jumlah Bulan 60 12 12 12 100 12 36 60
Lainnya [Terpenuhinya
Pemeliharaan Perlatan
dan Mesin Kantor (bulan)
01 09 09 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung  PJumlah Bulan Bangunan 30 6 6 6 100 6 18 60
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang dipelihara/
direhabilitasi
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B. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
mempunyai beberapa indikator kinerja pelayanan yang dipergunakan untuk
menilai kinerja, yaitu :
1. Opini BPK.
Opini BPK terdadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, target renstra
setiap tahunnya adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan sudah dapat
tercapai dengan penjelasan sebagai berikut :
a. Tahun 2019, Wajar Tanpa Pengecualian;
b. Tahun 2020, Wajar Tanpa Pengecualian;
c. Tahun 2021, Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Rasio PAD terhadap APBD.
Target PAD Tahun 2019 s.d. 2022 ditetapkan sebesar 14,85 % di tahun
2019, 15,29 % di tahun 2020, 15,62 % di tahun 2021, dan 20,59 % di tahun
2022.
Pada tahun 2019 PAD memberikan kontribusi sebesar 15,85%, tahun 2020
sebesar 16,24%, dan tahun 2021 sebesar 16,68 % dari target renstra.
Artinya peranan atau kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dari

tahun 2019 s.d. 2021 bisa melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Persentase Ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan
Pelaporan Keuangan Daerah.
Bahwa penyusunan Raperda APBD Kabupaten Pekalongan telah
dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan tahapan dan proses
penyusunan APBD berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD setiap
tahunnya.
Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Penetapan Perda APBD yang telah
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
bahwa penetapan Raperda APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan
sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, dengan
penjelasan sebagai berikut :
a. Perda APBD Tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2018.
b. Perda APBD Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2019.
c. Perda APBD Tahun 2021 ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2020.
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Sedangkan untuk Pelaporan Keuangan Daerah, sesuai dengan Peraturan
Pemerintah 12 Tahun 2019 bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3
(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Bahwa Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan dari
tahun 2019 s.d. 2021 telah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Laporan Keuangan Daerah Tahun 2019 telah disampaikan pada tanggal
20 Maret 2020.

b. Laporan Keuangan Daerah Tahun 2020 telah disampaikan pada tanggal
18 Maret 2021.

c. Laporan Keuangan Daerah Tahun 2021 telah disampaikan pada tanggal
17 Maret 2022.

4. Pertumbuhan PAD.
Target pertumbuhan PAD dari tahun 2019 s.d. 2022 ditetapkan sebesar 5
% setiap tahunnya.
Pada tahun 2019 pertumbuhan PAD sebesar 9,66 % dimana realisasi
PAD pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 341.344.415.575,00
dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp 311.288.143.681,83.
Pada tahun 2020 pertumbuhan PAD sebesar 0,13 % dari tahun 2019,
dimana pada tahun 2019 realisasi PAD sebesar Rp 341.344.415.575,00
meningkat menjadi Rp 341.786.559.234,00 di tahun 2020.
Dan pada tahun 2021 pertumbuhan PAD sebesar 1,37% dari tahun 2020
dimana realisasi PAD pada tahun 2020 sebesar Rp 341.901.469.549,15
meningkat menjadi Rp 346.599.468.113,44 di tahun 2021.

Adapun secara rinci analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan dapat dijelaskan dalam
table 2.2.
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Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pekalongan

Target Renstra SKPD Realisasi
SPM/ Capaian
Tah Tah Tah Tah Tah Tah Tah
No Indikator Standar | IKK / anun | fanun | fanun | fahun  tahun fanun | fanun
IKU [ 2019 | 2020 2021 2022 | 2019 | 2020 2021
Nasional M2 | ) | @ [+ [ (2 | 0D | ()
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Keuangan
1 [Opini BPK WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
2 [Rasio PAD terhadap 15,29 | 15,62 | 20,59 | 15,69 | 16,24| 16,68
[Total penerimaan
IAPBD
3 [|Persentase Ketepatan 100 100 100 100 100 100 100

waktu penyusunan
Raperda APBD dan
Pelaporan Keuangan
Daerah

4 [Pertumbuhan PAD 5 5 5 5 9,66 0,13 1,37

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan
melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dan mempunyai fungsi
sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan
daerah dan aset;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan daerah dan aset;

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan daerah dan aset; dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Permasalahan - permasalahan yang dihadapi dan perlu adanya
pemecahan masalah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Pekalongan antara lain :

1. Masih kurangnya SDM di berbagai Bidang antara lain tenaga pemungut dan
tenaga ahli penaksir pajak dan retribusi daerah, tenaga administrasi maupun
operator komputer;

2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk proses
pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

3. Tidak validnya data Obyek dan Subyek Pajak serta Data Piutang yang
diserahkan ke daerah pada saat pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah;

4. Masih Kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak / retribusi daerah;

5. Adanya perkembangan regulasi terkait pemberian gaji pada PNS
diantaranya perubahan pola perhitungan dan penyetoran iuran BP TAPERA

sehingga perlu pembaruan / updating terhadap SIM Gaiji;

Melihat dari permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan
kinerja BPKD di masa yang akan datang, peluang untuk meningkatkan
kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi adalah:

1. Perlunya penambahan Pegawai untuk Petugas Pemungut Pajak Daerah
/ Retribusi Daerah, petugas apraisal / penaksir PBB-P2, tenaga
administrasi maupun operator komputer dan peningkatan SDM melalui
Bimbingan Teknik;

2. Perlunya dilaksanakan kegiatan pemutakhiran Data Obyek Pajak dan
Wajib Pajak PBB;

3. Dilakukan pemeliharaan pendataan/up date data, sehingga diharapkan
data mendekati valid yang berdampak pada hasil perencanaan
pendapatan;

4. Perlu perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi serta
peraturanpendukung lainnya dalam pengelolaan dan Pemungutan Pajak
dan Retribusi sehingga sesuai dengan kondisi riil yang ada;

5. Melaksanakan Kegiatan Updating SIM Gaji, untuk menyesuaikan dengan
perkembangan regulasi terkait pemberian gaji pada PNS;

6. Perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan
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Keuangan Daerah untuk menggantikan Perda yang lama agar sesuai
dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disamping adanya peluang yang dapat dimanfaatkan terdapat
berbagai tantangan yang perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan
kebijakan perencanaan pembangunan ke depan, tantangan tersebut antara
lain :

1. Kebijakan nasional / peraturan perundang-undangan yang berubah
secara cepat dan tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan
pelaksanaannya sehingga menyebabkan inkonsistensi penyusunan
kebijakan pembangunan di daerah;

Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah;
Belum optimalnya kapasitas dan komitmen Perangkat Daerah terhadap
penyusunan kebijakan;

4. Belum optimalnya hasil penyusunan kebijakan karena masih
terdapatnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh
Perangkat Daerah.

5. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan

yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten Pekalongan tahun 2023 menjadi
acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023. Dalam proses
penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan. Pemerintah
Kabupaten Pekalongan telah melakukan amanat peraturan perundangan
dengan melaksanakan pentahapan APBD dengan melibatkan secara langsung
masyarakat terutama melalui forum Musrenbang. OPD pun telah melakukan
upaya aktif dengan berusaha menampung berbagai usulan dari setiap wilayah
dan mensinkronkan dengan program-program yang telah digariskan dalam
RPJMD dan Renstra OPD. Melihat tingkat keaktifan masyarakat tersebut, OPD
juga berusaha melakukan pendampingan tidak hanya dari segi finansial namun
juga dukungan melalui pembinaan secara sistematis dan terpadu dengan
stake holder terkait. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan
awal RKPD dapat dilihat pada 2.3.

1 —
RENCANA KERJA (RENJA) BPKD 2023 24



Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Pekalongan

Rancangan Awal

Hasil Analisis

Capaian Kinerja
dan

Ikhtisar Realisasi
Kinerja

SKPD

Capaian Kinerja
dan

Ikhtisar Realisasi
Kinerja

SKPD

N RKPD Kebutuhan ICDI?:ltatl_tam
0. Target o Target o enting
. . . N - Pagu indikatif . . . - f Pagu indikatif
capaian capaian
Program/kegiatan Lokasi Indikator Kinerja p (Rp.000) Program/kegiatan Lokasi Indikator Kinerja p (Rp.000)
1) ( (3 4 (5) (6) ( (8) 9) (10) (11) (12)
A. | PROGRAM BPKD Persentase 100% 37,305,300,000f PROGRAM BPKD Persentase 100% 37,305,300,000
PENUNJANG Kabupaten |ketercapaian PENUNJANG Kabupaten |ketercapaian
URUSAN Pekalongan [Program URUSAN Pekalongan [Program Penunjang
PEMERINTAHAN Penunjang PEMERINTAHAN Urusan
DAERAH Urusan DAERAH Pemerintahan
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan KABUPATEN/KOTA Daerah
Naerah
1 | Kegiatan BPKD Persentase 100% 20,000,000 Kegiatan BPKD Persentase 100% 20,000,000
Perencanaan dan |Kabupaten [Dokumen Perencanaan dan |Kabupaten [Dokumen
Evaluasi Kinerja | Pekalongan |Perencanaan, Evaluasi Kinerja | Pekalongan [Perencanaan,
Perangkat Daerah Penganggaran, Perangkat Daerah Penganggaran, dan
dan Evaluasi Kinerja
Evaluasi Kinerja Perangkat
Perangkat Daerah yang
Daerah yang disusun
disusun tepat waktu
Sub Kegiatan : Sub Kegiatan :
1. Penyusunan BPKD Jumlah Dokumen |2 Dokumen 10.000.000| 1. Penyusunan BPKD Jumlah Dokumen |2 Dokumen 10.000.000
Dokumen Kabupaten | Perencanaan Dokumen Kabupaten | Perencanaan
Perencanaan Pekalongan | Perangkat Perencanaan Pekalongan | Perangkat
Perangkat Daerah) Perangkat Daerah)
Daerah Daerah
2. Koordinasi dan BPKD Jumlah Laporan 2 5.000.000{ 2 Kkoordinasi dan BPKD Jumlah Laporan 2 Laporan 5.000.000
Penyusunan ggﬁ;%?fegn Capaian Laporan Penyusunan ggﬁgﬁ)?]tegn Capaian
Laporan Capaian 9 Kinerja dan Laporan Capaian g Kinerja dan
Kinerja Ikhtisar Kinerja Ikhtisar
. Realisasi Kinerja . Realisasi Kinerja
dan I_khtlg;ar SKPD dan dan I'kht|'sar SKPD dan
Realisasi . Realisasi .
T Laporan Hasil o Laporan Hasil
Kinerja SKPD Koordinasi Kinerja SKPD Koordinasi
Penyusunan Penyusunan
Laporan Laporan
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3. Evaluasi Kinerja BPKD Jumlah laporan 1 5.000.000| 3 Evaluasi Kinerja BPKD Jumlah laporan 1 Laporan 5.000.000
Perangkat Kabupaten evaluasi Laporan Perangkat Kabupaten evaluasi
Daerah Pekalongan | yinerja Perangkat Daerah Pekalongan | yinerja Perangkat
Daerah Daerah
Kegiatan BPKD Persentase 100% 12,300,000,000( Kegiatan BPKD Persentase 100% 12,300,000,000
Administrasi Kabupaten | Ketercapaian Administrasi Kabupaten | Ketercapaian
Keuangan Pekalongan | Administrasi Keuangan Perangkat | Pekalongan Administrasi
Perangkat Daerah Keuangan Daerah Keuangan
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
Sub Kegiatan : Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Gaji | BPKD Jumlah orang 81 Orang 12,000,000,000f 1. penyediaan Gaji | BPKD Jumlah orang yang | 81 Orang 12,000,000,000
dan Tunjangan | Kabupaten | yang dan Tunjangan | Kabupaten | menerima gaji dan
ASN Pekalongan | menerima gaji dan ASN Pekalongan | tunjangan ASN
tunianaan ASN
2. Koordinasi dan BPKD Jumlah Dokumen |1 Dokumen 300,000,000| 2. Kkoordinasi dan BPKD Jumlah Dokumen |1 Dokumen 300,000,000
Pelaksanaan Kabupaten | Koordinasi dan Pelaksanaan Kabupaten | Koordinasi dan
Akuntansi SKPD | Pekalongan | pelaksanaan Akuntansi SKPD | Pekalongan | pelaksanaan
Akuntansi Akuntansi
SKPD SKPD
Kegiatan BPKD Persentase 100% 10,000,000 k egiatan BPKD Persentase 100% 10,000,000
Administrasi Kabupaten | Ketercapaian Administrasi Kabupaten | Ketercapaian
Kepegawaian Pekalongan Pelaksanaan Kepegawaian Pekalongan Pelak_sgnaan
Pendidikan Pendidikan
Perangkat Daerah dan Pelatihan Perangkat Daerah dan Pelatihan
Pegawai Pegawai
Berdasarkan Berdasarkan
Tugas dan Tugas dan
Fungsi Fungsi
Sub Kegiatan : Sub Kegiatan :
1. Monitoring, BPKD Jumlah Dokumen (1 Dokumen 5,000,000 1. Monitoring, BPKD Jumlah Dokumen |1 Dokumen 5,000,000
Evaluasi, dan Kabupaten | Monitoring, Evaluasi, dan Kabupaten | Monitoring,
Penilaian Pekalongan | Evaluasi, dan Penilaian Pekalongan | Evaluasi, dan
Kinerja Penllala_n Kinerja Kinerja Penllala_n Kinerja
. Pegawai . Pegawai
Pegawai yang disusun Pegawai yang disusun
2 . Pendidikan dan BPKD Jumlah 1 Orang 5,000,000, 2 . pendidikan dan BPKD Jumlah 1 Orang 5,000,000
Pelatihan Kabupaten | ASN yang Pelatihan Kabupaten | ASN yang
Pegawai Pekalongan | Mengikuti Pegawai Pekalongan | Mengikuti
Berdasarkan Pendidikan Berdasarkan Pendidikan
Tugas dan dan Tugas dan Fungsi dan
Fungsi Pelatihan Pelatihan
Pegawai Pegawai
Berdasark Berdasarka
an Tugas n Tugas
dan Fungsi dan Fungsi
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Kegiatan BPKD Persentase 100% 460,000,000| Kegiatan BPKD Persentase 100% 460,000,000
Administrasi Umum | Kabupaten Ketercapaian Administrasi Umum | Kabupaten Ketercapaian
Perangkat Daerah Pekalongan | Administrasi Perangkat Daerah Pekalongan | Administrasi Umum
Umum Perangkat Daera
Perangkat Daera
Sub Kegiatan : Sub Kegiatan :
1. Penyediaan BPKD Jumlah bulan 12 10,000,000( 1. Penyediaan BPKD Jumlah bulan 12 Bulan 10,000,000
Komponen Kabupaten terpenuhinya Bulan Komponen Kabupaten terpenuhinya
Instalasi Pekalongan | Komponen Instalasi Pekalongan | Komponen
o Instalasi e Instalasi
Listrik/Pener Listrik/Penerangan Listrik/Pener Listrik/Penerangan
angan Kantor angan Kantor
Bangunan Bangunan
2. Penyediaan BPKD Jumlah paket 1 Paket 100,000,000{ o Penyediaan BPKD Jumlah paket 1 Paket 100,000,000
Peralatan dan | Kabupaten | terpenuhinya Peralatan dan Kabupaten | terpenuhinya
Perlengkapan Pekalongan | peralatan Perlengkapan Pekalongan | peralatan
Kantor dan perlengkapan Kantor dan perlengkapan
kantor kantor
3. Penyediaan BPKD Jumlah Paket | 1 Paket 50,000,000 3. Ppenyediaan BPKD Jumlah Paket | 1 Paket 50,000,000
Peralatan Kabupaten | Peralatan Peralatan Kabupaten | Peralatan
Rumah Tangga Pekalongan | Rumah Tangga Rumah Tangga Pekalongan | Rumah Tangga
yang yang
disediakan disediakan
4. Penyediaan BPKD Jumlah Paket 1 Paket 100,000,000{ 4. Penyediaan BPKD Jumlah Paket 1 Paket 100,000,000
Barang Cetakan | Kabupaten | Barang Barang Cetakan | Kabupaten | Barang
dan Pekalongan | Cetakan dan dan Pekalongan | Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan
Kantor yang Kantor yang
disediakan disediakan
5. Fasilitas BPKD Jumlah Laporan 1 45.000.000| 5. Fasilitas BPKD Jumlah Laporan 1 45.000.000
Kunjungan Kabupaten Fasi_litasi Laporan Kunjungan Kabupaten Fasi'litasi Laporan
Tamu Pekalongan | Kunjungan Tamu Tamu Pekalongan | Kunjungan Tamu
6. BPKD Jumlah Laporan 60 Laporan 145.000.000| ¢ BPKD Jumlah Laporan 60 Laporan 145.000.000|
Penyelengga | <@bupaten | penyelenggaraa Penyelenggar | <a@bupaten | Penyelenggaraan
raan Rapat Pekalongan | n Rapat aan Rapat Pekalongan | Rapat Koordinasi
Koordinasi Koordmas_l dan Koordinasi dan Konsultasi
dan ,}Sgrls.-l:lltaSI dan SKPD
7. Penatausahaan | BPKD Jumlah Dokumen |1 Dokumen 10.000.000{ 7. penatausahaan BPKD Jumlah Dokumen |1 Dokumen 10.000.000
Arsip Dinamis Kabupaten | Penatausahaan Arsip Dinamis Kabupaten | Penatausahaan
pada SKPD Pekalongan | Arsip pada SKPD Pekalongan | Arsip

Ninamis nada

Ninamis nada
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Rancangan Awal

Hasil Analisis

RKPD Kebutuhan Catatan
No. Target Pagu Target 1 oogu indikatif
Program/kegiatan Lokasi Indikator Kinerja| capaia indikatif Program/kegiatan Lokasi Indikator Kinerja capaia (Rp.000)
(Rn 0NN
(1) ( (3) ( (5) 6 ( (8 9 (10) (11) (12)
5 Kegiatan Pengadaan | BPKD Persentase 100 % 2,710,000,000 Kegiatan BPKD Persentase 100 % 2,710,000,000
Barang Milik Daerah | Kabupaten | kegiatan Pengadaan Barang | Kabupaten | kegiatan
Penunjang Urusan Pekalongan | Pengadaan Milik Daerah Pekalongan | Pengadaan
p intah D h Barang Milik P A U Barang Milik
emerintah Daera Daerah enun!ang rusan Daerah
Penunjang Pemerintah Daerah Penunjang
Urusan Urusan
Pemerintahan Pemerintahan
Daerah Daerah
dilaksanakan dilaksanakan
Sub Kegiatan : Sub Kegiatan :
1 Pengadaan BPKD Jumlah Unit 1 Unit 500.000.000| 1 Pengadaan BPKD Jumlah Unit 1 Unit 500.000.000
Kendaraan Dinas | Kabupaten | Kendaraan Kendaraan Dinas| Kabupaten | Kendaraan
Operasional atau | Pekalongan | Dinas Operasional Operasional atau| Pekalongan | Dinas Operasional
Lapangan atau Lapangan atau
Lapangan yang Lapangan yang
Disediakan Disediakan
2 Pengadaan Mebel BPKD Jumlah Paket 3 Paket 50,000,000 » Pengadaan BPKD Jumlah Paket 3 Paket 50,000,000
Kabupaten | Mebel yang Mebel Kabupaten | Mebel yang
Pekalongan | disediakan Pekalongan | disediakan
3. Pengadaan BPKD Jumlah Unit 1 Unit 60.000.000| 3. Pengadaan BPKD Jumlah Unit 1 Unit 60.000.000
Peralatan dan Kabupaten | Peralatan dan Peralatan dan Kabupaten | Peralatan dan
Mesin Lainnya Pekalongan | Mesin Lainnya Mesin Lainnya Pekalongan | Mesin Lainnya
yang yang
4, Pengadaan EpffD t Jumlah Unit 1 Unit 2.000.000.000[ 4. Pengadaan Ept‘fD t Jumiah Unit 1 Unit 2.000.000.000
abupaten Gedun abupaten Gedun
Gedung Kantor | peyajongan Kantorgatau Gedung  Kantor | pegajongan Kantorgatau
atau Bangunan atau  Bangunan
Lainnva Bangunan Lainnva Bangunan
Y Lainnya yang Y Lainnya yang
Disediakan Disediakan
5, Sarana dan EPJ)(D . Jumlah Unit 1 Unit 100.000.000| 5 sSarana  dan EP{)(D . Jumlah Unit 1 Unit 100.000.000
abupaten Sarana dan abupaten Sarana dan
Prasarana Gedung Pekalongan Prasarana Prasarana Pekalongan Prasarana
Kantor atau Gedung  Kantor
B Lai Gedung Kantor R B Gedung Kantor
angunan Lainnya atau Bangunan agu angunan atau Bangunan
Lainnya Lainnya Lainnya

yang Disediakan

yang Disediakan
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Kegiatan Penyediaan BPKD Persentase 100% 21,140,300,000 Kegiatan Penyediaan BPKD Persentase 100% 21,140,300,000
Jasa Penunjang Kabupaten | ketercapaian Jasa Penunjang Kabupaten | ketercapaian
Urusan Pemerintahan | Pekalongan | Jasa Penunjang Urusan Pekalongan | Jasa Penunjang
Daerah Urusan Pemerintahan Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan
Daerah Daerah
Sub Kegiatan : Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa | BPKD Jumlah Laporan 12 20,840,300,0000 1. penyediaan Jasa| BPKD Jumlah Laporan 12 20,840,300,000
Komunikasi, Kabupaten | Penyediaan Jasa | Laporan Komunikasi, Kabupaten | Penyediaan Jasa Laporan
Sumber Daya Air | Pekalongan | Komunikasi, Sumber Daya Air| Pekalongan | Komunikasi,
dan Listrik Sumber Daya dan Listrik Sumber Daya
Air dan Listrik Air dan Listrik
yang yang
2. BPKD Jumlah Laporan |1 Laporan 300,000,000{ 2. BPKD Jumlah Laporan 1 Laporan 300,000,000
Penyediaa Kabupaten Penyediaan Jasa Penyedia Kabupaten Penyediaan Jasa
n Jasa Pekalongan | Pelayanan Umum an Jasa Pekalongan | Pelayanan Umum
Pelayanan Kantor Pelayana Kantor
yang Disediakan yang Disediakan
Umum n Umum
Kegiatan BPKD Persentase 100% 665,000,000 Kegiatan BPKD Persentase 100% 665,000,000
Pemeliharaan Barang | Kabupaten | Barang Milik Pemeliharaan Barang| Kabupaten | Barang Milik
Milik Daerah Pekalongan | Daerah Yang Milik Daerah Pekalongan | Daerah Yang
Penunjang Urusan terpelihara Penunjang Urusan terpelihara
Pemerintahan Daerah Pemerintahan
Sub Sub
1. Penyediaan Jasa | BPKD Jumlah Kendaraan | 55 Unit 295,000,000/ 1.  Penyediaan BPKD Jumlah Kendaraan 55 Unit 295,000,000
Pemeliharaan, Kabupaten Dinas Jasa Kabupaten Dinas
Biaya Pekalongan | Operasional atau Pemeliharaan, | Pekalongan | Operasional atau
Pemeliharaan, Lapangan yang Biaya Lapangan yang
Pajak, dan dipelihara Pemeliharaan, dipelihara
Perizinan dan dibayarkan Pajak, dan dan dibayarkan
Kendaraan Dinas pajak dan Perizinan pajak dan
Operasional atau perizinannya Kgndaraan perizinannya
2. Pemeliharaan BPKD Jumlah Peralatan 50 Unit 250,000,000 2. pemeliharaan BPKD Jumlah Peralatan 50 Unit 250,000,000
Peralatan dan Kabupaten | dan Peralatan dan | Kabupaten | dan
Mesin Lainnya Pekalongan | Mesin Lainnya Mesin Lainnya | Pekalongan | Mesin Lainnya
yang yang
Dipelihara Dipelihara
3. Pemeliharaan/ BPKD Jumlah Gedung 1 unit 120,000,000 3. pemeliharaan / BPKD Jumlah Gedung 1 unit 120,000,000
Rehabiltasi Kabupaten | Kantor Rehabilitasi Kabupaten | Kantor
Pekalongan | dan Bangunan Pekalongan | dan Bangunan

Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya

Lainnya

yang
Dipelihara/Direha
bilitasi

Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya

Lainnya

yang
Dipelihara/Direhab
ilitasi
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PROGRAM BPKD Persentase 100% 388,829,800,000| prROGRAM BPKD Persentase 100% 388,829,800,000
PENGELOLAAN Kabupaten | perangkat PENGELOLAAN Kabupaten | perangkat
KEUANGAN Pekalongan | daerah yang KEUANGAN Pekalongan | daerah yang
menyerahkan menyerahkan
DAERAH laporan DAERAH laporan
keuangan tepat keuangan tepat
waktu waktu
Kegiatan Koordinasi | BPKD Ketepatan waktu 100% 2,237,000,000 Kegiatan Koordinasi | BPKD Ketepatan waktu 100% 2,237,000,000
dan Penyusunan | Kabupaten | o\ 5inan dan  Penyusunan | Kabupaten | ;o5 nan
R Pekalongan Pekalongan
encana Anggaran Raperda Rencana Anggaran Raperda
Daerah APBD Daerah APBD
Sub Kegiatan : Sub Kegiatan :
1. Koordinasi dan Pe | BPKD Jumlah Dokumen | 2 Dokumen 250,000,000 1. Koordinasi dan Pe | BPKD Jumlah Dokumen | 2 Dokumen 250,000,000
nyusunan KUA | Kabupaten | KUA nyusunan KUA | Kabupaten | KUA
dan PPAS Pekalongan | 4an ppAS yang dan PPAS Pekalongan | 4an ppAS yang
Disusun Disusun
2. Koordinasi dan EZ:)(D . Jumlah Dokumen |2 Dokumen 200,000,000 2. Koordinasi dan EF’[’;D ‘ Jumlah Dokumen |2 Dokumen 200,000,000
Penyusunan Pek;%ig;‘n Perubahan KUA Penyusunan ng;’;igegn Perubahan KUA
Perubahan KUA dan Perubahan KUA dan
dan Perubahan Perubahan PPAS dan Perubahan Perubahan PPAS
PPAS yang PPAS yang
Disusun Disusun
3 Koordinasi dan BPKD Jumlah Peraturan |2 Dokumen 737,000,0000 3 Koordinasi dan | BPKD Jumlah Peraturan |2 Dokumen 737,000,000
Penyusunan g:ﬁ;%?‘tggn Daerah Penyusunan ﬁgﬁ;ﬁ)ﬁggn Daerah
Peraturan Daerah tentang APBD Peraturan tentang APBD dan
tentang APBD d Daerah tentang
dan Peraturan an APBD dan Peraturan Kepala
Kepala Daerah Peraturan Kepala Peraturan Daerah
tentang Daerah Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD tentang g}:;a:t?aran Penjabaran APBD
Penjabaran APBJD
APBD
4. Koordinasi dan BPKD Jumlah Perda 2 Dokumen 850,000,000 4. Koordinasidan | BPKD Jumlah Perda 2 Dokumen 850,000,000
Penyusunan ﬁgﬁ;‘:ﬂ;‘n tentang Penyusunan g:ﬁ:ﬁﬂggn tentang
Peraturan Perubahan APBD Peraturan Perubahan APBD
Daerah tentang dan Peraturan Daerah tentang dan Peraturan
Perubahan APBD Kepala Daerah Perubahan Kepala Daerah
dan Peraturan tentang APBD dan tentang
Kepala Daerah Penjabaran Peraturan Penjabaran
tentang Perubahan APBD Kepala Daerah Perubahan APBD
Penjabaran yang tersusun tentang yang tersusun
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5. Koordinasi BPKD Jumlah Dokumen |6 Dokumen 200,000,000| 5. Koordinasi BPKD Jumlah Dokumen |6 Dokumen 200,000,000
Perencanaan Kabupaten | pasil Perencanaan Kabupaten | pagi|
Anggaran Belanja | Pekalongan | ., ginas; Anggaran Belanja| Pekalongan | .o dinas;
Daerah Perencanaan Daerah Perencanaan
Anggaran Belanja Anggaran Belanja
Daerah Daerah
Kegiatan Koordinasi | BPKD Persentase 100% 718,000,000| Kegiatan Koordinasi | BPKD Persentase 100% 718,000,000
dan Pengelolaan Kabupaten | pengelolaan dan Pengelolaan Kabupaten | pengelolaan
Perbendaharaan Pekalongan | perpendaharaan Perbendaharaan Pekalongan | perpendaharaan
Daerah yang Daerah yang
terlaksana terlaksana
Sub Kegiatan : Sub Kegiatan :
1. Penyiapan, BPKD Jumlah Dokumen 2 100.000.000| 1.  Penyiapan, BPKD Jumlah Dokumen 2 100.000.000
Pelaksanaan Kabupaten Hasil Dokumen Pelaksanaan Kabupaten Hasil Dokumen
Pengendalian dan | Pekalongan | ponq0ngajian dan Pengendalian Pekalongan | pegendalian dan
Penerbitan Penerbitan dan Penerbitan Penerbitan
Anggaran Kas dan Anggaran Kas Anggaran Kas Anggaran Kas
SPD dan SPD dan SPD dan SPD
2. Koordinasi, BPKD Jumlah Dokumen |2 Dokumen 125,000,000| 2. Koordinasi, BPKD Jumlah Dokumen |2 Dokumen 125,000,000
Fasilitasi, Kabupaten Hasil Fasilitasi, Kabupaten Hasil
Asistensi, Pekalongan |  ordinasi, Asistensi, Pekalongan | \,orginasi,
Sinkronisasi, Fasilitasi, Sinkronisasi, Fasilitasi,
Supervisi, Asistensi, Supervisi, Asistensi,
Monitoring dan Sinkronisasi, Monitoring dan Sinkronisasi,
Evaluasi Supervisi, Evaluasi Supervisi,
Pengelolaan Monitoring, dan Pengelolaan Monitoring, dan
Dana Evaluasi Dana Evaluasi
Perimbangan Pengelolaan Perimbangan Pengelolaan Dana
dan Dana Dana dan Dana Perimbangan dan
Transfer Perimbangan dan Transfer Dana
Lainnya2. Lainnya2. Transfer Lainnya

Dana
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Koordinasi dan BPKD Jumlah Laporan |2 Laporan 188,000,000 Koordinasi dan | BPKD Jumlah Laporan 2 Laporan 188,000,000
Penyusunan Kabupaten | Realisasi Penyusunan Kabupaten | Realisasi
Laporan Realisasi| Pekalongan | penerimaan dan Laporan Pekalongan | penerimaan dan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Realisasi Pengeluaran Kas
Pengeluaran Kas Daerah, Penerimaan dan Daerah,
Daerah, Laporan Laporan Aliran Pengeluaran Kas Laporan Aliran
Aliran Kas, dan Kas, dan Daerah, Laporan Kas, dan
Pelaksanaan Pelaksanaan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pem Pemungutan/Pem Pelaksanaan Pemungutan/Pem
otongan dan otongan Pemungutan/Pe otongan
Penyetoran dan Penyetoran motongan dan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Perhitungan Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK) Fihak Ketiga Perhitungan Ketiga
(PFK) dan Fihak Ketiga (PFK) dan
Laporan Hasil (PFK) Laporan Hasil
Koordinasi dalam Koordinasi dalam
rangka rangka
Penyusunan Penyusunan
Laporan Laporan
Realisasi Realisasi
Penerimaan dan Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Pengeluaran Kas
Daerah, Daerah,
Laporan Aliran Laporan Aliran
Kas, dan Kas, dan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Pemungutan/Pem Pemungutan/Pem
otongan otongan
dan Penyetoran dan Penyetoran
Perhitungan Perhitungan Fihak
Fihak Ketiga Ketiga
(PFK) (PFK)
Koordinasi BPKD Jumlah Dokumen |2 Dokumen 60,000,000 Koordinasi BPKD Jumlah Dokumen |2 Dokumen 60,000,000
Pelaksanaan Kabupaten | pasil Pelaksanaan Kabupaten | Hgasil
Piutang dan Pekalongan |\ 5ordinasi Piutang dan Pekalongan | y 5ordinasi
UtangDaerah Pelaksanaan UtangDaerah Pelaksanaan
yang Timbul Piutang dan yang Timbul Piutang dan Utang
Akibat Akibat
Pengelolaan Kas, Utang Paerah Pengelolaan Daerah
Pelaksanaan yang Timbul Kas, yang Timbul
Analisis Akibat Pelaksanaan Akibat
Pembiayaan dan Pengelolaan Kas, Analisis Pengelolaan Kas,
Penempatan Pelaksanaan Pembiayaan dan Pelaksanaan
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5 Rekonsiliasi BPKD Jumlah Dokumen | 2000 200,000,000 5 Rekonsiliasi BPKD Jumlah Dokumen | 2000 200,000,000
Data Kabupaten | Hasil Dokumen Data Kabupaten | Hasil Dokumen
Penerimaan dan | Pekalongan | Rekonsiliasi Data Penerimaan Pekalongan | Rekonsiliasi Data
Pengeluaran Kas Penerimaan dan dan Penerimaan dan

Pengeluaran Kas | Pengeluaran Kas
serta serta Pengeluaran serta
Pemungutan dan Pemungutan dan Kas serta Pemungutan dan
Pemotongan Pemotongan atas Pemungutan Pemotongan atas
Atas SP2D SP2D dan SP2D
dengan Instansi dengan Instansi Pemotongan dengan Instansi
Terkait Terkait Atas SP2D Terkait

Kegiatan BPKD Meningkatnya 100% 1,290,000,000| Kegiatan BPKD Meningkatnya 100% 1,290,000,000

Koordinasi dan Kabupaten fkuntabilitas Koordinasi dan Kabupaten jakuntabilitas

Pelaksanaan Pekalongan [pengelolaan Pelaksanaan Pekalongan pengelolaan

Akuntansi dan keuangan daerah Akuntansi dan keuangan daerah

Pelaporan Keuangan Pelaporan

Sub Kegiatan : Sub Kegiatan :

1. Koordinasi BPKD Jumlah Laporan 1 Laporan 200,000,000 1.  Koordinasi BPKD Jumlah Laporan 1 Laporan 200,000,000
Penyusunan Kabupaten Pertanggungjawa Penyusunan Kabupaten Pertanggungjawab
Laporan Pekalongan | ban Laporan Pekalongan | an
Pertanggungjaw Pelaksanaan Pertanggungjaw Pelaksanaan
aban APBD aban APBD
Pelaksanaan Bulanan, Pelaksanaan Bulanan,

APBD Bulanan, Triwulanan dan APBD Bulanan, Triwulanan dan
Triwulanan dan Semesteran Triwulanan dan Semesteran

2. Konsolidasi BPKD Jumlah Laporan 3 250,000,000 2.  Konsolidasi BPKD Jumlah Laporan 3 250,000,000
Laporan Kabupaten | Keuangan Laporan Laporan Kabupaten | Keuangan Laporan
Keuangan SKPD, | Pekalongan | SKPD, BLUD dan Keuangan Pekalongan | SKPD, BLUD dan
BLUD dan Laporan SKPD, BLUD Laporan
Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan
Keuangan Pemerintah Keuangan Pemerintah
Pemerintah Daerah yang Pemerintah Daerah yang
Daerah Terkonsolidasi Daerah Terkonsolidasi

. Koordinasi dan BPKD Jumlah 2 Dokumen 500,000,000 . Koordinasidan [BPKD Jumlah 2 Dokumen 500,000,000
Penyusunan Kabupaten Rancangan Penyusunan Kabupaten Rancangan
Rancangan Pekalongan Peraturan Daerah Rancangan Pekalongan Peraturan Daerah

tentang tentang
Peraturan . Peraturan .

Pertanggungjawa Pertanggungjawab
Daerah tentang ban Daerah tentang an
Pertanggungjawa Pelaksanaan Pertanggungjaw Pelaksanaan
ban Pelaksanaan APBD aban APBD
APBD Provinsi Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kabupaten/Kota
dan Rancangan dan APBD Provinsi dan
Peraturan Kepala Rancangan dan Rancangan Rancangan

Peraturan Peraturan
Daerah tentang Peraturan

) Kepala Daerah Kepala Daerah

Penjabaran tentang Kepala Daerah tentang

Pertanggungjawa Penjabaran tentang Penjabaran

ban Pelaksanaan Pertanggungjawa Penjabaran Pertanggungjawab

APBD ban Pertanggungjaw an

Kabupaten/Kota Pelaksanaan aban Pelaksanaan
APBD Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota ADDA Kabupaten/Kota
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Lingkup Keuangan

Daerah

Lingkup Keuangan
Daerah

4. Penyusunan BPKD Jumlah Dokumen [1 Dokumen 100,000,000, 4. Penyusunan BPKD Jumlah Dokumen |1 Dokumen 100,000,000
Analisis Laporan [Kabupaten Hasil Analisis Kabupaten Hasil
Pertanggungjaw [P €kalongan | Anajisis Laporan Laporan Pekalongan | Anajisis Laporan
aban Pertanggungjawa Pertanggungja Pertanggungjawab
Pelaksanaan ban waban an
APBD Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan
ADRD APBD ADRD
5. Pembinaan BPKD Jumlah OPD 45 240,000,000f 5. Pembinaan BPKD Jumlah OPD yang 45 240,000,000
Akuntansi, Kabupaten | yang OPD Akuntansi, Kabupaten | Mengikuti OPD
Pelaporan dan Pekalongan l;)/len%i.kuti Pelaporan dan | Pekalongan iimbinaa}n
: embinaan : untansi,
Pertanggungjaw Akuntansi, Pertanggungjaw Pelaporan dan
aban Pemerintah Pelaporan dan aban Pertanggungjawab
Kabupaten/Kota Pertanggungjawa Pemerintah an
ban Kabupaten/Kota Pemerintah
Pemerintah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Kegiatan Penunjang BPKD Prosentase 100% 384,249,800,000 Kegiatan Penunjang BPKD Prosentase 100% 384,249,800,000
Urusan Kewenangan | Kabupaten | Urusan Urusan Kabupaten | Urusan
Pengelolaan Pekalongan Eewenanga Kewenangan Pekalongan ﬁewenanga
Keuangan Daerah Pengelolaa Pengelolaan Pengelolaan
n Keuangan Daerah Keuangan
Keuanaan Daerah
Sub Kegiatan : Sub Kegiatan :
1.  Analisis BPKD Jumlah desa yang| 272 Desa | 367,449,800,000 1. Analisis BPKD Jumlah desa yang | 272 Desa 367,449,800,000
Perencanaan Kabupaten menerima dana Perencanaan Kabupaten menerima dana
Pekalongan desa dan Pekalongan desa dan
dan Penyaluran 9 Alokasi Dana dan Penyaluran 9 Alokasi Dana Desa
Bantuan Desa Bantuan
Kaliannan Koniannan
2. Pengelolaan BPKD Jumlah tahun 1 Tahun 6,000,000,000| 2. pengelolaan BPKD Jumlah tahun 1 Tahun 6,000,000,000
Dana Darurat g:ﬁ;%?‘tgegn tersalurkannya Dana Darurat ggﬁ;&iﬁgn tersalurkannya
dan Mendesak dana untuk dan Mendesak dana untuk
keperluan keperluan
mendesak dan mendesak dan
tidak diprediksi tidak diprediksi
3. Pengelolaan Dana | BPKD Jumlah desa yang| 272 Desa 10,800,000,000| 3. Pengelolaan BPKD Jumlah desa yang | 272 Desa 10,800,000,000
Bagi Hasil Kabupaten menerima bagi Dana Bagi Hasil Kabupaten menerima bagi
Kabupaten/Kota Pekalongan hasil pajak Kabupaten/Kota | Pekalongan hasil pajak
dan retribusi dan retribusi
Kegiatan BPKD Terwujudnya 100% 335,000,000, Kegiatan BPKD Terwujudnya 100% 335,000,000
Pengelolaan Data | Kabupaten Pemeliharan Pengelolaan Data | Kabupaten Pemeliharan
dan Implementasi | Pekalongan | Sistem dan Implementasi | Pekalongan | Sistem
Sistem Informasi Pengelolaan Sistem  Informasi Pengelolaan
Pemerintah Daerah Keuangan Pemerintah Daerah Keuangan
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Sub Kegiatan : Sub Kegiatan :
1.  Implementasi dan | BPKD Jumlah Aplikasi 2 Aplikasi 335,000,000/ 1.  Implementasi BPKD Jumlah Aplikasi 2 Aplikasi 335,000,000
Pemeliharaan Kabupaten | gistem dan Kabupaten | sjstem
Sistem Informasi | Pekalongan | | eo oo Pemeliharaan Pekalongan | | couaci
Pemerintah Pemerintah Sistem Informasi Pemerintah
Daerah Bidang Daerah Bidang Pemerintah Daerah Bidang
Keuangan Daerah Keuangan Daerah Bidang Keuangan
Daerah yang geuanrg];an Daerah yang
Terpelihara aera Terpelihara
PROGRAM BF’ED Persentase 100% 3,850,000,000 PROGRAM BPED Persentase 100% 3,850,000,000
PENGELOLAAN g:kglgﬁtgegn bidang tanah PENGELOLAAN ggk;gitggn bidang tanah
BARANG MILIK bersertifikat BARANG MILIK bersertifikat
DAERAH Pemkab DAERAH Pemkab
Kegiatan BPKD Persentase aset 100% 3,850,000,000| Kegiatan BPKD Persentase aset 100% 3,850,000,000
Pengelolaan Kabupaten yang dilakukan Pengelolaan Kabupaten yang dilakukan
Barang Milik Pekalongan | pengamanan Barang Milik Pekalongan | pengamanan fisik
Daerah fisik Daerah
Sub Kegiatan : Sub Kegiatan :
1. Penyusunan BPKD Jumlah dokumen |1 250,000,000) 1. Penyusunan BPKD Jumlah dokumen |1 250,000,000
Standar Harga Kabupaten | perpup standar  |[Dokumen Standar Harga Kabupaten Perbup standar Dokumen
Pekalongan | gatyan harga Pekalongan | gatuan harga yang
yang tersusun tersusun
2. Penyusunan BPKD Jumlah Standar 1 250,000,000 2. Penyusunan BPKD Jumlah Standar 1 250,000,000
Perencanaan Kabupaten | Harga Dokumen Perencanaan Kabupaten | Harga Dokumen
Kebutuhan Barang Pekalongan yang Disusun Kebutuhan Pekalongan yang Disusun
Milik Daerah Barang Milik
3. Penyusunan BPKD Jumiah Kebijakan |1 Dokumen 100,000,000 3. Penyusunan _ |BPKD Jumlah Kebijakan L Dokumen 100,000,000
Kebijakan Kabupaten  [Pengelolaan Barang Kebijakan Kabupaten  [Pengelolaan Barang
Pengelolaan Pekalongan gglekrah Pengelolaan Pekalongan “Dﬂglelz(rah
Barang Milik Barang Milik
4. Penatausahaan |BPKD HJumlah Laporan 2 Laporan 175,000,000| 4. Penatausahaan [BPKD Jumlah Laporan 2 Laporan 175,000,000
Barang Milik Kabupaten Penatausahaan Barang Milik Kabupaten Penatausahaan
Daerah Pekalongan [Barang Daerah Pekalongan [Barang
Milik Daerah Milik Daerah
5. Inventarisasi HJumlah Laporan 1 Laporan 225,000,000 5. |nventarisasi Jumlah Laporan 1 Laporan 225,000,000
Barang Hasil Barang Hasil
MilikDaerah Inventarisasi (LHI) MilikDaerah Inventarisasi (LHI)
Barang Barang
Milile Daarah Adililr Daarah
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Barang Milik Daerah

6. Pengamanan BPKD Dokumen Asuransi |3 Dokumen 2,200,000,000 6. Pengamanan BPKD Dokumen Asuransi |3 Dokumen 2,200,000,000
Barang Milik Kabupaten Gedung Kantor, 4 Unit Barang Milik Kabupaten iGedung Kantor, 4 Unit
Daerah Pekalongan [Gedung 0 Laporan Daerah Pekalongan |Gedung 0 Laporan
Pasar, Kendaraan (100 Buah Pasar, Kendaraan (100 Buah
Dinas 200 Sertifika, Dinas 200 Sertifika
Gedung Bangunan iGedung Bangunan
[Terpelihara [Terpelihara
HJumlah Laporan Jumlah Laporan
Hasil Hasil
Pengamanan Pengamanan Barang
Barang Milik Milik
Daerah Daerah
Papan Nama Papan Nama
Identitas Identitas
Kepemilikan Tanah Kepemilikan Tanah
[Terpasang ITerpasang
Sertifikat Tanah Sertifikat Tanah
7. Penilaian Barang [BPKD Mumlah Laporan 2 Laporan 100,000,000, 7. Penilaian Barang [BPKD Jumlah Laporan 2 Laporan 100,000,000
Milik Daerah Kabupaten  [Hasil Milik Daerah Kabupaten  Hasil
Pekalongan |Penilaian Barang Pekalongan |Penilaian Barang
Milik Milik
Daerah dan Hasil Daerah dan Hasil
Koordinasi Penilaian Koordinasi Penilaian
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
8. Pengawasan dan [BPKD Mumlah Laporan 2 Laporan 200,000,000| 8. Pengawasan dan [BPKD Jumlah Laporan 2 Laporan 200,000,000
Pengendalian Kabupaten  Hasil Pengendalian Kabupaten  Hasil
Pengelolaan Pekalongan |Pengawasan dan Pengelolaan Pekalongan |[Pengawasan dan
Barang Milik Pengendalian Barang Milik Pengendalian
Daerah Pengelolaan Daerah Pengelolaan
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
8. Optimalisasi BPKD Jumlah Dokumen |3 Dokumen 200,000,000/ 8. Optimalisasi BPKD Jumlah Dokumen 3 Dokumen 200,000,000
Penggunaan, Kabupaten Hasil Penggunaan, Kabupaten Hasil
Pemanfaatan, Pekalongan [Optimalisasi Pemanfaatan, Pekalongan [Optimalisasi
Pemindahtanganan Penggunaan, Pemindahtangana Penggunaan,
, Pemusnahan, dan Pemanfaatan, n, Pemusnahan, Pemanfaatan,
Penghapusan Pemindahtanganan, dan Penghapusan Pemindahtanganan,
Barang Milik Pemusnahan, dan Barang Milik Pemusnahan, dan
Daerah Penghapusan Daerah Penghapusan
Barang Milik Barang Milik
Daerah Daerah
9. Rekonsiliasi dalam | BPKD Mumlah Laporan 45 Laporan 40,000,000, 9. Rekonsiliasi dalam| BPKD Jumlah Laporan 45 Laporan 40,000,000
rangka Kabupaten [Hasil rangka Kabupaten [Hasil
Penyusunan Pekalongan [Rekonsiliasi dalam Penyusunan Pekalongan [Rekonsiliasi dalam
Laporan Barang rangka Laporan Barang rangka
Milik Daerah Penyusunan Milik Daerah Penyusunan Laporan
Laporan Barang Milik Daerah
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10. Penyusunan BPKD Persentase bidang [1 Laporan 60,000,000/ 10. Penyusunan BPKD Persentase bidang |1 Laporan 60,000,000

Laporan Barang Kabupaten anah Laporan Barang | Kabupaten fanah
Milik Daerah Pekalongan persertifikat Pemkab Milik Daerah Pekalongan |ersertifikat Pemkab
Pekalongan Pekalongan
11. Pembinaan BPKD HJumlah OPD yang 47 OPD 50,000,000/ 11. Pembinaan BPKD Jumlah OPD yang 47 OPD 50,000,000
Pengelolaan Kabupaten |Mengikuti Pengelolaan Kabupaten |Mengikuti
Barang Milik Pekalongan |[Pembinaan Barang Milik Pekalongan [Pembinaan
Daerah Pemerintah Pengelolaan Barang Daerah Pengelolaan Barang
Kabupaten/Kota Milik Pemerintah Milik
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
PROGRAM BPKD Pertumbuhan PAD 100% 3,273,098,858) PROGRAM BPKD Pertumbuhan PAD 100% 3,273,098,858|
PENGELOLAAN Kabupaten PENGELOLAAN Kabupaten
PENDAPATAN Pekalongan PENDAPATAN Pekalongan
DAERAH DAERAH
Kegiatan BPKD Peningkatan PAD 100% 3,273,098,858 Kegiatan BPKD Peningkatan PAD 100% 3,273,098,858|
Pengelolaan Kabupaten fiap Pengelolaan Kabupaten fiap

Pekalongan tahunnya Pekalongan ftahunnya

Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah

Sub Kegiatan : Sub Kegiatan :
1. Analisadan BPKD Jumlah Dokumen 1 91,000,000 1. Analisa dan BPKD Jumlah Dokumen 1 91,000,000
Pengembangan Kabupaten | Hasil Dokumen Pengembangan | Kabupaten | Hasil Dokumen

Pekalongan | Analis Pajak
Daerah serta

Pekalongan | Analis Pajak

Pajak Daerah, Daerah serta

Pajak Daerah,

sertg Pe“VUSP“a” Pengembangan serta Pengembangan
Kebijakan Pajak Pajak Penyusunan Pajak
Daerah Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah dan
Kebijakan Daerah Kebijakan
Pajak Daerah Pajak Daerah
2. Penyuluhan dan EZED . Jumlah 285 200.000.000| 2.  Penyuluhan dan EPSD . Jumlah 285 200.000.000
upaten abupaten
Pen).{ebarluasan. PekaI‘:)ngan Pelaksanaan Desa Peny'ebarluasa.n Pekal;()mgan Pelaksanaan Desa
Kebijakan  Pajak Penyuluhan dan Kebijakan Pajak Penyuluhan dan
Daerah Penyebarluasan Daerah Penyebarluasan
Kebijakan Kebijakan
Pajak Daerah Pajak Daerah
3. Penyediaan BPKD Jumlah bulan 12 Bulan 550,021,500/ 3. Penyediaan BPKD Jumlah bulan 12 Bulan 550,021,500
Sarana dan Kabupaten | terpenuhinya Sarana dan Kabupaten | terpenuhinya
Prasarana Pekalongan | tenaga Prasarana Pekalongan | tenaga
Pengelolaan Pajak administrasi dan Pengelolaan Pajak administrasi dan
Daerah penunjang Daerah penunjang
pelayanan PBB pelayanan PBB

1 —
RENCANA KERJA (RENJA) BPKD 2023 37




4. Pendataan dan BPKD Jumlah Kartu 22.175 632,076,958| 4. Pendataan dan BPKD Jumlah Kartu 22.175 632,076,958
Pendaftaran Objek | Kabupaten Obyek Pajak Objek Pajak Pendaftaran Objek| Kabupaten Obyek Pajak Objek Pajak
Pajak Daerah Pekalongan | paeran Pajak Daerah Pekalongan | paerah
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Hasil Hasil
Pendataan dan Pendataan dan
Pendaftaran Pendaftaran Objek
Objek Pajak Pajak
Daerah, Subjek Daerah, Subjek
Pajak dan Pajak dan
Wajib Pajak Wajib Pajak
Daerah Daerah
Pengolahan, BPKD Jumlah aplikasi 3 Aplikasi 400,000,400 Pengolahan, BPKD Jumlah aplikasi 3 Aplikasi 400,000,400
Pemeliharaan, dan | Kabupaten database Pemeliharaan, dan| Kabupaten database
Pelaporan Basis Pekalongan | haiak daerah Pelaporan Basis | Pekalongan | naiak daerah
Data Pajak Daerah terupdate Data Pajak Daerah terupdate
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Hasil Hasil
Pengolahan, Pengolahan,
Pemeliharaan, Pemeliharaan,
dan dan
Pelaporan Basis Pelaporan Basis
Data Data
Pajak Daerah Pajak Daerah
Penagihan Pajak BPKD Jumlah Bulan 12 Bulan 400,000,000 Penagihan Pajak | BPKD Jumlah Bulan 12 Bulan 400,000,000
Daerah Kabupaten | pelaksanaan Daerah Kabupaten | pelaksanaan
Pekalongan | penagihan Pajak Pekalongan | penagihan  Pajak
Daerah Daerah
Pengendalian, BPKD Jumlah bulan 12 Bulan 1,000,000,000 Pengendalian, BPKD Jumlah bulan 12 Bulan 1,000,000,000
Pemeriksaan dan Kabupaten Koordinasi Pemeriksaan dan | Kabupaten Koordinasi
Pengawasan Pajak | Pekalongan | gan Rekonsiliasi Pengawasan Pekalongan | gan Rekonsiliasi
Daerah penerimaan Pajak Daerah penerimaan
pendapatan pendapatan
daerah yang daerah yang
terlaksana terlaksana
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E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan

rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Pekalongan didiskusikan dalam pembahasan forum OPD

Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan

Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

Pada forum OPD ada beberapa usulan program/kegiatan yang ditujukan

kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku OPD baik dari kelompok

masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD Kabupaten. Usulan yang

disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap

pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tab
el
2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku
Kepentingan
Tahun
2023

No.

Usu Permasalahan Alamat
lan

Koefisien

NIHIL

NIHIL NIHIL

NIHIL
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BAB Il
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023
Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pekalongan Tahun 2021-2026. Target tahun kedua dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diupayakan akan
tercapai melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
disusun sebagai bentuk penjabaran RPJMD dengan berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang
ditetapkan, serta berpedoman juga pada program kebijakan prioritas
Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi
dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi,
arah kebijakan pembangunan Daerah. Sehingga untuk mencapai
kesinambungan prioritas pembangunan Kabupaten Pekalongan maka
penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 harus selaras dan
sinergis dengan RPJMD Kabupaten Pekalongan Periode Tahun 2021-
2026.
Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan
Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, terdapat 4 (empat) prinsip pendekatan dalam
penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan
teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan
perencanaan partisipatif, dan (4) pendekatan perencanaan dari bawah
(bottom up) dan pendekatan perencanaan dari atas (top down).
Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Pekalongan
dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada

kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;
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(2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup
masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan
dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten
Pekalongan sebagaimana RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-
2026, (2) Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, dan (3) Prioritas program-
program Pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun
Tingkat Nasional
1. Visi
Visi pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan dalam RPJMD
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah :
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan Yang Sejahtera,
Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong”
Rumusan visi tersebut merupakan kumpulan dari beberapa frase yang
perlu dijabarkan kembali sehingga dapt diketahui maknanya.
Penjabaran frase ini berguna untuk memberikan batasan mengenai
kondisi yang ingin dicapai oleh visi tersebut. Penjabaran dari masing-
masing frase visi pembangunan Kabupaten Pekalongan adalah sebagai
berikut:
a. Sejahtera
Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman
sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam
gangguan). Sedangkan sejahtera yang dimakud dalam frase visi ini
adalah:
1) Terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan
dan papan bagi warga masyarakat Kabupaten Pekalongan.
2) Memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak
dan memadai.
3) Terbukanya lapangan kerja yang seluas-luasnya.
4) Penyerapan tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai.
5) Mampu bersaing dan berinovasi dalam dunia perekonomian
dengan berbasis penguatan ekonomi kerakyatan yang mandiri.
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b. Adil
Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kondisi yang
sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada
yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak
sewenang-wenang. Penjelasan frase “ADIL” dalam visi
pembangunan Kabupaten Pekalongan adalah:

1) Menghilangkan kesenjangan antar wilayah di Kabupaten
Pekalongan.

2) Menghilangankan ego structural.

3) Menghilangkan diskriminasi dan segala bentuk
ketidakadilan didalam kehidupan masyarakat kabupaten
Pekalongan.

4) Pelaksanaan segala regulasi dan perundang — undangan yang
berkeadilan.

c. Merata

Merata berasal dari kata dasar rata, yang memiliki arti

mencakup semua bagian; tersebar ke segenap penjuru; sama-sama

memperoleh jumlah yang sama. Sehingga merata dapat diartikan
sebagai menjadi rata atau tersebar ke segala penjuru. Frase merata
dalam visi pembangunan Kabupaten Pekalongan ini adalah:

1) Pendistribusian kegiatan pembangunan secara merata disemua
wilayah dan sektor atau bagian;

2) Terpenuhinya infrastruktur publik yang memadai;
3) Terbukanya koneksivitas antar wilayah. d. Bergotong Royong
Bergotong royong artinya adalah dengan bekerja bersama-sama,
yaitu kondis dimana dalam pelaksanaan pembangunan, semua
komponen harus bergerak bersama untuk mewujudkan tujuan yang
ingin dicapai. Bergotong royong juga dapat diartikan sebagai sebuah
sikap persaudaraan dan toleransi. Adapun frase bergotong royong
dalam visi pembangunan Kabupaten Pekalongan adalah:

1) Bahu membahu dalam menyelesaikan masalah dan atau
pekerjaan;

2) Menumbuhkan sikap sukarela dan ikhlas;

3) Menumbuhkan sikap tolong menolong;

4) Mempererat tali silahturahmi dan atau persaudaraan;
I ——
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5) Meningkatkan rasa solidaritas;
6) Memperkokoh persatuan.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 5 (lima) misi

pembangunan daerah, yaitu :

(1) Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi
dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong-royong

(2) Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan
inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi

(3) Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang
pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan
berlandaskan potensi lokal.

(4) Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya
saing, berbudi Iluhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan
mengedepankan kearifan budaya local

(5) Meningkatan kualitas infrastruktur publik yang merata,
pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan

kelestarian lingkungan.

B. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 berdasarkan misi
adalah sebagai berikut:
a. Tujuan dari misi 1, adalah menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat
yang harmonis, aman dan nyaman. Dengan rumusan sasaran :
1) Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial yang terjadi di
masyarakat
2) Meningkatnya  kepatuhan  masyarakat terhadap  peraturan
perundangan daerah
b. Tujuan dari misi 2 adalah meningkatkan kualitas penyelenggaran
pemerintahan yang baik dan bersih. Sasaran yang ingin dicapai adalah:
1) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan
pelaporan kinerja pemerintah daerah
2) Menguatnya kinerja pengawasan dalam mendukung

pelaksanaan pembangunan
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3) Meningkatnya pengelolaan kelembagaan dan  sumberdaya
manusia dalam menjalankan pemerintahan daerah

4) Meningkatnya efektifitas pelayanan pubik yang didukung
pemanfaatan teknologi informasi.

c. Tujuan dari misi 3 adalah meningkatkan daya saing ekonomi dan
mengurangi tingkat kemiskinan. Sasarannya meliputi:

1) Meningkatnya kontribusi dari sektor-sektor potensial
pendukung perekonomian daerah

2) Meningkatnya daya tarik investasi

3) Menurunnya angka pengangguran, PPKS dan meningkatnya daya
saing ekonomi masyarakat

4) Menguatnya peran desa dalam mengembangkan potensi masyarakat

d. Tujuan dari misi 4 adalah:

1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan
berbudi luhur; dengan sasaran
a) Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan masyarakat;

b) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan
c) Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender
dan pengarusutamaan Hak Anak.

2) Meningkatkan integrasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan
bermasyarakat, dengan sasaran : Meningkatnya objek pemajuan
kebudayaan yang dilestarikan.

e. Tujuan dari misi 5 adalah Meningkatkan kualitas dan pemerataan
infrastruktur, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan responsif
terhadap bencana. Sasaran yang ingin dicapai:

1) Meningkatnya pembangunan infrastruktur, pemanfaatan ruang,
dan keterhubungan antar wilayah

2) Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup.

3) Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman

bencana yang ada.

Strategi dan Arah Kebijakan
a. Strateqi
Strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai
prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai
sasaran. Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan

oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya
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dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan.

Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya

manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta

pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi
kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang
ada.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi
akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas
dalam pencapaian pembangunan daerah. Strategi merupakan rangkaian
tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan
pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi
pembangunan daerah yang telah  ditetapkan.

Berbagai rumusan strategi  yang  disusun menunjukkan
kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai
pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan
efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah
(value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas
maupun kualitasnya.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan
pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan
bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian
arah kebijakan dari pemangku kepentingan, oleh karena itu, strategi
diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan
operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan
daerah.

Penyusunan strategi pembangunan Kabupaten Pekalongan
selain berdasarkan pada permasalahan pembangunan yang dihadapi dan
disusun berdasarkan atas misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka
menengah tahun 2021-2026. Selengkapnya dapat dijelaskan sebagai
berikut :

1) Strategi Pembangunan Misi 1 Memperkokoh kerukunan hidup
beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong-
royong.

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah menciptakan
tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman dan nyaman.
Adapun sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah

sebagai berikut:
|
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a) Sasaran 1 : Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial yang
terjadi di masyarakat.
Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan yaitu menciptakan kehidupan bermasyarakat yang
harmonis dan penuh toleransi melalui penguatan FKUB,
penguatan rasa nasionalisme, dan peningkatan kewaspadaan
dini terhadap potensi konflik, serta mengembangkan sikap dan
budaya gotong royong dalam bermasyarakat.

b) Sasaran 2 : Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap
peraturan perundangan daerah.
Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan yaitu meningkatkan budaya tertib dan patuh hukum
melalui pemasyarakatan produk hukum daerah, pelaksanaan
patroli  berkala, serta peningkatan kerjasama dan kemitraan
dalam penegakan peraturan hukum daerah.

2) Strategi Pembangunan Misi 2 Menciptakan pemerintahan yang
bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi
Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah meningkatkan kualitas
penyelenggaran pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun sasaran
pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

a) Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan
keuangan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.
Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan yaitu meningkatkan kualitas pembangunan melalui
perencanaan program yang berorientasi pada hasil, pengelolaan
keuangan yang efektif dan efisien, serta pelaporan kinerja yang
dapat dipertanggungjawabkan.

b) Sasaran 2 : Menguatnya kinerja pengawasan dalam
mendukung pelaksanaan pembangunan.
Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan yaitu menguatkan kualitas pengawasan melalui
peningkatan kompetensi APIP dan pemanfaaat partisipasi

masyarakat.
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c) Sasaran 3 : Meningkatnya pengelolaan kelembagaan dan
sumberdaya manusia dalam menjalankan pemerintahan daerah.
Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah melalui peningkatan profesionalisme ASN
dan pembentukan lembaga yang efektif.

d) Sasaran 4 : Meningkatnya efektifitas pelayanan pubik yang

didukung pemanfaatan teknologi informasi.
Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui
optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan
inovasi, pemanfaatan data dan arsip yang terkelola, serta
meningkatkan kualitas complain handling sistem.

3) Strategi Pembangunan Misi 3 Menumbuh kembangkan ekonomi
kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi
pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal.

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah meningkatkan daya

saing ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Adapun sasaran

pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

a) Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi dari sektor-sektor

potensial pendukung perekonomian daerah.
Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah
yaitu menguatkan sistem ekonomi melalui peningkatan
kompetensi pelaku- pelaku usaha, penguatan jejaring permodalan,
produksi, dan juga pemasaran, serta pemberdayaan ekonomi di
sektor pertanian, perdagangan, koperasi dan UKM, pariwisata,
perikanan, dan sektor- sektor lainnya.

b) Sasaran 2 : Meningkatnya daya tarik investasi.

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah
yaitu meningkatkan daya  tarik  berinvestasi melalui
penyebarluasan potensi investasi, dan pemberian kemudahan
berinvestasi.

c) Sasaran 3 : Menurunnya angka pengangguran, PPKS dan
meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat.

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah

ditetapkan yaitu :
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(1) memperluas akses pekerjaan bagi penduduk usia produktif
melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dengan cara
meningkatkan skill dan kompetensi para pencari kerja, serta
penyebarluasan informasi peluang kerja;

(2) meningkatan penanganan PPKS melalui pemberdayaan
dan pelibatan sumberdaya sosial yang ada,
pemberdayaan PPKS potensial, serta pemberian bantuan
sosial kepada PPKS tidak potensial,

3) menguatkan fasilitasi kepada pelaku usaha koperasi dan
usaha mikro meliputi pendanaan, sarana dan prasarana,
informasi usaha, kemudahan perizinan usaha dan
perusahaan promosi dagang dan dukungan kelembagaan;

(4) menguatkan daya saing kepemudaan melalui fasilitasi
kegiatan pemuda yang dapat menumbuhkan, prestasi
dan peran serta pemuda dan organisasi pemuda,
mendorong partisipasi kader pemuda dalam pendidikan
kepramukaan, pengembangan potensi pemuda dalam
kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam
pembangunan;

(5) menguatkan daya saing olahraga melalui peningkatan
pembudayaan olahraga di masyarakat, pembinaan,
pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara
sistematis berjenjang dan berkelanjutan, meningkatkan pola
kemitraan  olahraga dan mengembangkan  sistem
penghargaan, peningkatan kuantitas dan  kualitas
sarana dan prasarana olahraga yang bagi seluruh
masyarakat termasuk disabilitas.

d) Sasaran ke 4 : Menguatnya peran desa dalam mengembangkan
potensi masyarakat.

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah

ditetapkan vyaitu menguatkan keberdayaan desa dalam

mengembangkan potensi perekonomian masyarakat melalui
pemberdayaan lembaga ekonomi desa dan juga penguatan

lembaga pemerintahan desa.
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4) Strategi Pembangunan Misi 4 Mewujudkan sumberdaya manusia
yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai
keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal
Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah :

a. Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang

berdaya saing dan berbudi luhur;
Adapun sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya

adalah sebagai berikut:

1) Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas
pendidikan masyarakat
Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah
yaitu meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan bagi
masyarakat melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana
pendidikan, peningkatan dan pemerataan mutu layanan
pendidikan, pengembangan  teknologi informasi  untuk
mendukung peningkatan mutu pembelajaran, peningkatan
kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung
peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan tata kelola
pembangunan pendidikan.

2) Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang
telah ditetapkan yaitu meningkatkan sarana prasarana rumah
sakit dan puskesmas, meningkatkan pembangunan
kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesehatan ibu dan
anak serta kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi
masyarakat untuk  pencegahan dan  penanggulangan
permasalahan gizi ganda, peningkatan pencegahan dan
pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan
masyarakat, pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
(GERMAS), dan penguatan sistem kesehatan, meningkatkan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik,
pengendalian  penduduk serta akses dan kualitas
penyelenggaraan KBKR.

3) Sasaran 3 : Meningkatnya implementasi pengarusutamaan

gender dalam pembangunan daerah
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Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang
tetapkan yaitu meningkatkan pengarusutamaan gender dalam
bidang pembangunan daerah melalui pelembagaan
pengarusutamaan gender, dan pendampingan teknis dalam
perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta
anggaran yang responsif gender, peningkatan kualitas keluarga
kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang
pembangunan, penguatan dan peningkatan kualitas pelayanan
pemenuhan hak anak di semua klaster untuk mengoptimalkan
tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya, mengembangkan
Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) perempuan
dan anak korban kekerasan termasuk TPPO, peningkatan
kualitas perlindungan khusus anak serta peningkatan sinergitas
dan kerjasama antara dengan lembaga masyarakat serta
peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.
b. Tujuan 2 : Meningkatkan integrasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan
bermasyarakat.
Adapun sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah
sebagai berikut:
Sasaran : Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan yang
dilestarikan.
Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan yaitu meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya dan
pelestarian warisan budaya melalui peningkatan kepedulian
masyarakat untuk melakukan pelindungan terhadap warisan budaya,
melakukan inventarisasi, termasuk pembaruan dokumentasi
terhadap koleksi cagar budaya, peningkatan mutu tata kelola dan
perlindungan cagar budaya serta pengelolaan potensi budaya
daerah.

5) Strategi Pembangunan Misi 5 Meningkatkan kualitas infrastruktur publik
yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung
dan kelestarian lingkungan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah Meningkatkan kualitas

dan pemerataan infrastruktur, pengelolaan lingkungan yang

berkelanjutan dan responsif terhadap bencana.
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Adapun sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah

sebagai berikut:

a) Sasaran 1 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur,

pemanfaatan ruang, dan keterhubungan antar wilayabh.
Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan
keterhubungan antar wilayah melalui optimalisasi pendayagunaan
SDA untuk memenuhi kebutuhan air dan pengendalian daya
rusak air serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi
dalam pengelolaan SDA, peningkatan jalan dan jembatan untuk
mencapai kondisi mantap sebagai sarana aksesibilitas masyarakat
serta pengelolaan sistem drainase, pemenuhan akses layanan air
minum yang layak bagi masyarakat, pemenuhan terhadap akses air
limbah domestik, peningkatan tertib penyelenggaraan jasa
konstruksi, Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan
serta bangunan gedung, penyusunan rencan rinci tata ruang,
sinkronisasi dan koordinasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan kualitas
Rumah Layak Huni (RLH) milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) dan fasilitasi prasarana sarana dan utilitas, serta peningkatan
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam
keterhubungan antar wilayah.

b) Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup.
Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan vyaitu meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan
hidup melalui pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber
daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan pengelolaan
sampah dan indeks kualitas lingkungan hidup.

c) Sasaran 3 : Meningkatnya ketahanan daerah  dalam
menghadapi ancaman bencana yang ada.

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan vyaitu peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah
daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui
kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan
berkesinambungan di kawasan rawan bencana, Pengembangan
desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana, Penyediaan

infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter, jalur evakuasi
|
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dan rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan
ada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana, mendorong
dan menumbuh kembangkan budaya sadar bencana serta
meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan,
penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada
masyarakat.
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BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABATEN

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Formula Indikator

Kondisi

Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-

. Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Awal
Tujuan Sasaran . Satuan
Tujuan/ Program) dan Sumber 2020/
Sasaran Referensi Indikator 2021 2022 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Meningkatkan Opini BPK opini WTP WTP WTP | WTP WTP WTP
Kapasitas Fiskal
dan Kualitas Rasio PAD terhadap| jumlah PAD dibagi % 16,27 | 20,59 | 20,13| 20,45| 20,79 | 21,24
Keuangan dan x 100 %
Aset Daerah
Meni'ngkatnya Persentase Waktu penyusunan % 100 100 100 100 100 100
kualitas Ketepatan waktu | Raperda
pengelolaan penyusunan APBD dan Pelaporan
keuangan dan Raperda APBD Keuangan
aset . .
. dan Pelaporan Daerah dibagi target
pemerintah
daerah Keuangan Waktg
Daerah dikali 100
Meningkatnya Pertumbuhan PAD | Nilai Pertumbuhan PAD % 5 5 5 5 5 5
Pendapatan Asli per
Daerah tahun
Meningkatkan Meningkatnya Nilai Sakip 76 77 78 79 80 80
/Akuntabiltas Nilai (BB) (BB) (BB) (BB) (BB) (BB)
Kinerja dan Sakip
Pelayanan Perangkat
Badan Daerah
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C. Program dan Kegiatan

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sebanyak 4
(empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 54 (lima puluh
empat) sub kegiatan.

2. Jumlah usulan dana/pagu indikatif untuk melaksanakan program/
kegiatan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2023 total sebesar Rp. 453.482.912.951,00.

Kebijakan operasional dalam menunjang terwujudnya visi dan
misi RPJMD Kabupaten Pekalongan, dalam Renja Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 direalisasikan

melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah.
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor.
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
5) Fasilitasi Kunjungan Tamu.

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
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e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah.
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.

1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.

2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

3) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

4) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD.

5) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.

b. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.

1) Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran
Kas dan SPD.

2) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring
dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya.

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak
Ketiga (PFK).
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4) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul
Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan
Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas.

5) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotonganatas SP2D dengan Instansi Terkait.

c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Daerah.

1) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.

2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.

3) Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

4) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten/Kota.

d. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan

Daerah.

1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.

2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.

3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

e. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi

Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

1) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah

Daerah Bidang Keuangan Daerah.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1) Penyusunan Standar Harga.
2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.
3) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4) Penatausahaan Barang Milik Daerah.
5) Inventarisasi Barang Milik Daerah.
6) Pengamanan Barang Milik Daerah.
7) Penilaian Barang Milik Daerah.
8) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah.
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9)

10)

11)
12)

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah.

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota.

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7

Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan
Kebijakan Pajak Daerah.

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah.

Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak
Daerah.

Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Penagihan Pajak Daerah.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun
2023 dapat dilihat pada tabel 3.2
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Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Nama perangkat daerah : Badan Pengelolaan

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Kode Programy/ Kegiatan/ Sub | sub K sl Keint Lokasi Output Nabiasan ) ]| Kebutuhan Dana/
paian ul asil Kegiatan i agu Indil .) | Sumber Dana gl
Keglatan i Kegiatan Program Sub H?s" Tolok Ukur Target Pagu Indikatif (Rp.)
o Kegiatan
Kegiatan
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 |02 KEUANGAN 453,482,912,951 474,820,780,000
5 (02 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 43,764,287,000 40,073,300,000
5 |02 (01 [2.01 dan i Kinerja gkat Daerah 10,000,000 50,000,000
Persentase Dokumen Kab. Persentase
Parijikinan Dokisnen Persentase kele'rcapalan Toriah el Perencanaan, Pekalongan, Dana Transfer ketercapaian
Program Penunjang Penganggaran, dan Semua Umum-Dana Program
5 |02 |01 [2.01 |01 |Perencanaan Perangkat E Perencanaan Perangkat e T 100 Persen 2 Dokumen | 100 Persen 10,000,000 2 " 100 Persen 20,000,000
Urusan Pemerintahan Evaluasi Kinerja Perangkat | Kecamatan, Alokasi Penunjang Urusan
Daerah Daerah e 2
Daerah Daerah yang disusun Semua Umum Pemerintahan
tepat waktu Kelurahan Daerah
5 |02 |01 |2.02 A gkat Daerah 17,294,287,000 14,320,000,000
PENDAPATAN
. Kab. ASLI DAERAH Persentas?
penyediaan Gaji d :frserra\tas‘e’el:]e\:;c:palan Jumlah orang yang Persentase Ketercapaian :ekalt;ngan, (PAD) l;ftevrca";:alan
siloz: o1 |aoe:jor | EER Sw O ogram penuneng menerima gaji dan Administrasi Keuangan o) 100 Persen | 81 Orang | 100 Persen 16,994,287,000 Dana Transfer o 100 Persen 14,000,000,000
Tunjangan ASN Urusan Pemerintahan tuniangan ASN Perangkat Daerah Kecamatan, Penunjang Urusan
Daerah e 2 Semua U‘m :am,' Bany Pemerintahan
Kelurahan Alokasi Daerah
Umum
Kab. Persentase
Persentase ketercapaian Jumlah Dokumen < Pekalongan, Dana Transfer ketercapaian
Koordinasi dan Pelaksanaan| Program Penunjang Koordinasi dan Farsaitase Keteicapalan Semua Umum-Dana Program
5 |02 |01 202 (04 A % 3 Administrasi Keuangan 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen 300,000,000 9 5 100 Persen 320,000,000
Akuntansi SKPD Urusan Pemerintahan Pelaksanaan Akuntansi Kecamatan, Alokasi Penunjang Urusan
Perangkat Daerah A
Daerah SKPD Semua Umum Pemerintahan
Kelurahan Daerah
5 |02 |01 |2.05 gkat Daerah 5,000,000 30,000,000
. Kab. Persentase
Persentase ketercapaian JumialASN yang Persentase: Katarcapaian Pekalongan, Dana Transfer ketercapaian
Pendidikan dan Pelatihan | L5 %% ¢ €reap Mengikuti Pendidikan dan | Pelaksanaan Pendidikan | ¢ >"9"™ e e i
5 |02 |01 |205 |09 |Pegawai Berdasarkan Tugas | | ' 9 oy Pelatihan Pegawai dan Pelatihan Pegawai 100 Persen | 1 Orang 100 Persen 5,000,000 : kol 100 Persen 15,000,000
: Urusan Pemerintahan Kecamatan, Alokasi Penunjang Urusan
dan Fungsi Berdasarkan Tugas dan Berdasarkan Tugas dan A
Daerah — i Semua Umum Pemerintahan
g ng Kelurahan Daerah
5 |02 |01 |2.06 Umum Daerah 430,000,000 585,000,000
Kab. Persentase
. Persentase ketercapaian Jumlah bulan + Pekalongan, Dana Transfer ketercapaian
Penyediaan Komponen f hi Persentase Ketercapaian
5 [02 |01 [206 |01 |instalasi Listrik/Penerangan | P*°9"2™ Penuniang terpenuhinya Komponen | ) ministrasi Umum Semia 100Persen | 12Bulan | 100 Persen 10,000,000| Umum-Dana Program 100 Persen 20,000,000
5 e et Urusan Pemerintahan Instalasi b kst Daasah Kecamatan, s Alokasi Penunjang Urusan s
ngunanykantor Daerah Listrik/Penerangan Kantor Srangie o Semua Umum Pemerintahan
Kelurahan Daerah
Kab. Persentase
Persentase ketercapaian 2 Pekalongan, Dana Transfer ketercapaian
Penyediaan Peralatan dan | Program Penunjang Judkahy bilan Fersentase Kalercapsian Semua Umum-Dana Program
5 |02 |01 |206 |02 | " o9 ryang terpenuhinya peralatan | Administrasi Umum 100 Persen | 1 Paket 100 Persen 80,000,000 : ogr 100 Persen 120,000,000
Perlengkapan Kantor Urusan Pemerintahan Kecamatan, Alokasi Penunjang Urusan
dan kantor | Pe gkat Daerah 4
Daerah Semua Umum Pemerintahan
Kelurahan Daerah
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Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Kode Prograny Kegiatan/ Sub | i b Keluaran Sub Kegiata Hasil Kegiat Lolasi Output Keluaran Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Da :;:: Kebutuhan Dana/
ian Program eluaran Sul iatan asil atan agu Indil .) | Sumber Dana
Keglatan P o . e Kegiatan Program Sub H?sll ¥ Tolok Ukur Target Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan
Kegiatan
Kab. Persentase
Penyediaan Peralatan :rserra‘trra::et\e::’[:apa'an Hinah Peket Peralatary Persantase Katarcapaian :::::ngan, B:EJT;:S::Y :f(ﬂrf:r:ﬂlan
02 |01 [206 |03 [ o9 nang Rumah Tangga yang Administrasi Umum 100Persen | 1Paket | 100 Persen 50,000,000 . ogre 100 Persen 70,000,000
Rumah Tangga Urusan Pemerintahan A Kecamatan, Alokasi Penunjang Urusan
disediakan Perangkat Daerah i
Daerah Semua Umum Pemerintahan
Kelurahan Daerah
Kab. Persentase
Persentase ketercapaian [ Jumlah Paket Barang . Pekalongan, Dana Transfer ketercapaian
Penyediaan Barang Cetakan| Program Penunjang Cetakan dan Rersentase atercapaian Semua Umum-Dana Program
02 |01 (206 |05 : Administrasi Umum 100 Persen | 1 Paket 100 Persen 100,000,000 . s 100 Persen 120,000,000
dan Penggandaan Urusan Pemerintahan Penggandaan Kantor yang Kecamatan, Alokasi Penunjang Urusan
WL Perangkat Daerah A
Daerah disediakan Semua Umum Pemerintahan
Kelurahan Daerah
Kab. Persentase
Persentase ketercapaian . Pekalongan, Dana Transfer ketercapaian
Program Penunjang Jumlah Laporan Fasilitasi PATsentaseKeta/capaian Semua Umum-Dana Program
02 [01 [206 |08 |Fasilitasi Kunjungan Tamu % N Administrasi Umum 100 Persen | 1Llaporan | 100 Persen 45,000,000 . » 100 Persen 60,000,000
Urusan Pemerintahan Kunjungan Tamu Kecamatan, Alokasi Penunjang Urusan
Perangkat Daerah 4
Daerah Semua Umum Pemerintahan
Kelurahan Daerah
Kab. Persentase
Persentase ketercapaian | Jumlah Laporan . Pekalongan, Dana Transfer ketercapaian
Penjelenggarean Rapat Program Penunja Penyelenggaraan Rapat Rersertase Keleicapaian Semua Umum-Dana Program
02 |01 [206 |09 |Koordinasi dan Konsultasi || o2 g e s Pt | Administrasi Umum 100 Persen | 60 Laporan | 100 Persen 145,000,000 ! e 100 Persen 175,000,000
Urusan Pemerintahan Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, Alokasi Penunjang Urusan
SKPD Perangkat Daerah g
Daerah SKPD Semua Umum Pemerintahan
Kelurahan Daerah
02 (01 (2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 60,000,000 820,000,000
. Kab. Persentase
Persentase ketercapaian Persentase keglatan Pekalongan, Dana Transfer ketercapaian
Pengadaan Peralatan dan | Program Penunja : AmiahiUnit Peralatandan |, Pehgadaan Barang Mill Semua - Umum-Dana Pr rar:
02 (01 (207 |06 gadaa °9 ang Mesin Lainnya yang Daerah Penunjang Urusan 100 Persen | 1 Unit 100 Persen 60,000,000 i ogra 100 Persen 80,000,000
Mesin Lainnya Urusan Pemerintahan SRS 2 Kecamatan, Alokasi Penunjang Urusan
Disediakan Pemerintahan Daerah 4
Daerah - Semua Umum Pemerintahan
dilaksanakan
Kelurahan Daerah
02 |01 |2.08 yediaan Jasa j Urusan Daerah 25,300,000,000 23,548,300,000
. PENDAPATAN
Persentase ketercapaian Jumialy Laporn g:k.;lon an, ASLI DAERAH :Ztr:z:asa?an
Penyediaan Jasa > i P Penyediaan Jasa Persentase ketercapaian : 9an. (PAD) o P
02 (01 (208 |02 |Komunikasi, Sumber Daya (OgIRM renuyang Komunikasi, Sumber Daya | Jasa Penunjang Urusan oTa 100 Persen | 12 Laporan | 100 Persen 25,000,000,000| Dana Transfer Fegram 100 Persen 23,218,300,000
Air dan Listrik Urusan Pemerintahan Air dan Listrik yang Pemerintahan Daerah Kecamatany; Umum-Dana Penuryang Urusan
Dasrah Disediakan Semua ok it Pemerintahan
Kelurahan okas Daerah
Umum
Kab. Persentase
Persentase ketercapaian [ Jumlah Laporan . Pekalongan, Dana Transfer ketercapaian
: 2 Persentase ketercapaian
Penyediaan Jasa Pelayanan | Program Penunjang Penyediaan Jasa ’ Semua Umum-Dana Program
02 |01 |2.08 (04 i Jasa Penunjang Urusan 100 Persen | 1 Laporan 100 Persen 300,000,000 4 3 100 Persen 330,000,000
Umum Kantor Urusan Pemerintahan Pelayanan Umum Kantor 3 Kecamatan, Alokasi Penunjang Urusan
ey Pemerintahan Daerah A4
Daerah yang Disediakan Semua Umum Pemerintahan
Kelurahan Daerah
02 (01 [2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan han Daerah 665,000,000 720,000,000
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Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub G . SiiGa iiasii faaiat Lokasi Output Keluaran Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Da &;::; Kebutuhan Dana/
ian ub Keg asil an ndil .) | Sumber Dana
Kegiatan L o 9 Kegiatan Program Sub Hf’“ e Tolok Ukur Target Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan
Kegiatan
. . Kab. Persentase
Penyediaan Jasa . Jumlah Kendaraan Dinas :
% S Persentase ketercapaian 3 Pekalongan, Dana Transfer ketercapaian
Pemeliharaan, Biaya . Operasional atau -
. , Program P ] T P Barang Milik Semua - Umum-Dana Program
5 102 |01 |2.09 (02 |Pemeliharaan, Pajak dan § Laf yang dip " 100 Persen | 55 Unit 100 Persen 295,000,000 . . 100 Persen 320,000,000
S § Urusan Pemerintahan % = Daerah Yang terpelihara Kecamatan, Alokasi Penunjang Urusan
Perizinan Kendaraan Dinas dan dibayarkan pajak dan 4
o il ek Daerah 1 Semua Umum Pemerintahan
perasional atau Lapangan perizinannya Kelurahan Daerah
Kab. Persentase
Pemeliharaan Peralatan dan :fserz:s:elr(\eu‘:'rac:palan Jamiah Peralatah dan Persentase Barang Milik :z:‘:l:"ga"v B:l:nt?):s::’ ;f‘e'::’:alaﬂ
5 {02 |o1 [209 |06 [ oM g g Mesin Lainnya yang 9’ 100Persen | 50UNit | 100 Persen 250,000,000 : ogr 100 Persen 270,000,000
Mesin Lainnya Urusan Pemerintahan e Daerah Yang terpelihara Kecamatan, Alokasi Penunjang Urusan
Dipelihara 2
Daerah Semua Umum Pemerintahan
Kelurahan Daerah
Kab. Persentase
et (Stelhonte |bitdality | [ e
5 02 {01 |209 |09 |Gedung Kantor dan 9 njang ng 3 97 100 Persen | 1 Unit 100 Persen 120,000,000 ) ogra 100 Persen 130,000,000
ga Lai Urusan Pemerintahan yang Daerah Yang terpelihara Kecamatan, Alokasi Penunjang Urusan
ngunancanmya Daerah Dipelihara/Direhabilitasi Semua Umum Pemerintahan
Kelurahan Daerah
5 (02 |02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 402,264,401,093 427,024,780,000
5 (02 |02 |2.01 Koordinasi dan Peny Anggaran Daerah 2,237,000,000 1,750,000,000
ik Persentase
o Persentase perangkat Ketepatan waktu Pekalongan, Dana Transfer peranglal ey
Koordinasi dan Penyusunan | daerah yang menyerahkan | Jumlah Dokumen KUA Semua Umum-Dana
5102 |02 |201 |01 5 penyusunan Raperda 100 Persen | 2 Dokumen | 100 Persen 250,000,000 : yang menyerahkan | 100 Persen 250,000,000
KUA dan PPAS laporan keuangan tepat dan PPAS yang Disusun Kecamatan, Alokasi
APBD laporan keuangan
waktu Semua Umum
tepat waktu
Kelurahan
Kab. Persentase
.
5 102 |02 |201 (02 |Perubahan KUA dan ¥ang ¥ penyusunan Raperda 100 Persen | 2 Dokumen | 100 Persen 200,000,000 3 yang menyerahkan | 100 Persen 200,000,000
laporan keuangan tepat | Perubahan PPAS yang Kecamatan, Alokasi
Perubahan PPAS { APBD laporan keuangan
waktu Disusun Semua Umum
tepat waktu
Kelurahan
Roordinad dan Kab. e -
oordinas can tenyUsUNAN | o rantase perangkat Jumlah Peraturan Daerah Pekalongan, Dana Transfer ersentase
Peraturan Daerahi tentang daerah yang menyerahkan | tentang APBD dan Kefapatan waktu Semua Umum-Dana pernglat deoral)
5 102 |02 |201 |07 [APBD dan Peraturan Kepala Yeng men 9 penyusunan Raperda 100 Persen | 2 Dokumen | 100 Persen 737,000,000 5 yang menyerahkan | 100 Persen 550,000,000
. laporan keuangan tepat Peraturan Kepala Daerah Kecamatan, Alokasi
Daerah tentang Penjabaran ¢ APBD laporan keuangan
waktu tentang Penjabaran APBD Semua Umum
APBD tepat waktu
Kelurahan
Jumlah Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD
dan Peraturan Kepala
Koordinasi dan Penyusunan Daerah tentang Kab.
. Persentase
Peraturan Daerah tentang | Persentase perangkat Penjabaran Perubahan Raliisatar vkt Pekalongan, Dana Transfer Sraalet desrah
Perubahan APBD dan daerah yang menyerahkan | APBD P Semua 0 Dokumen Umum-Dana perang
5 |02 |02 (201 (08 penyusunan Raperda 100 Persen 100 Persen 850,000,000 4 yang menyerahkan | 100 Persen 550,000,000
Peraturan Kepala Daerah laporan keuangan tepat Jumlah Peraturan Daerah APED Kecamatan, 2 Dokumen Alokasi oot i
tentang Penjabaran waktu tentang Perubahan APBD Semua Umum Apo Franga
tepat waktu
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Kelurahan
Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD
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Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Catatani Target Capaian Kinerja
Program/ Kegiatan/ Sub Keb
4 Kngehghn Capaian Program Sub Kegi Hasil Lokasi Qutput Keluaran Hasil Sumber Dana| Penting utuhan Dana/
Kegiatan Program Sub Wil Tolok Ukur Target Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan 9
Kab. P i
ersentase
Pe I i
Koordinasi Perencanaan diresrear:a: per;aeng:?;hkan JuiialDokumen Hasll Ketopatan waktu :::‘:u‘;nga"' B::ntla;:n:r perangla daersh
. yang mery Koordinasi Perencanaan penyusunan Raperda 100 Persen | 6 Dokumen | 100 Persen . yang menyerahkan | 100 Persen 200,000,000
Anggaran Belanja Daerah | laporan keuangan tepat 3 Kecamatan, Alokasi
Anggaran Belanja Daerah | APBD laporan keuangan
waktu Semua Umum
tepat waktu
Kelurahan
Koordi dan lol. bendak Daerah 830,000,000
Kab.
. . Persentase
Penyiapan, Pelaksanaan Persentase perangkat Jumlah Dokumen Hasil Pekalongan, Dana Transfer
% 5 Persentase pengelolaan perangkat daerah
Pengendalian dan daerah yang menyerahkan | Pengendalian dan Semua Umum-Dana
2 . Perbendaharaan yang 100 Persen | 2 Dokumen | 100 Persen % yang menyerahkan | 100 Persen 160,000,000
Penerbitan Anggaran Kas | laporan keuangan tepat Penerbitan Anggaran Kas Kecamatan, Alokasi
terlaksana laporan keuangan
dan SPD waktu dan SPD Semua Umum
tepat waktu
Kelurahan
lah Hasil
Koordinasi, Fasilitasi, Juma. ngumgf\ il Kab.
N o o Koordinasi, Fasilitasi, Persentase
Asistensi, Sinkronisasi, Persentase perangkat 3 S T Pekalongan, Dana Transfer
Supervisi. Monitoring dan | daerah vang menverahkan Asistensi, Sinkronisasi, Persentase pengelolaan Sermua Urnum-Dana perangkat daerah
pervs: A g ey, Supervisi, Monitoring, dan | Perbendaharaan yang 100 Persen | 2 Dokumen | 100 Persen & yang menyerahkan | 100 Persen 150,000,000
Evaluasi Pengelolaan Dana | laporan keuangan tepat 7 Kecamatan, Alokasi
i Evaluasi Pengelolaan Dana | terlaksana laporan keuangan
Perimbangan dan Dana waktu . Semua Umum
8 Perimbangan dan Dana tepat waktu
Transfer Lainnya A Kelurahan
Transfer Lainnya
Jumlah Laporan Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Koordinasi dan Penyusunan Pemungutan/Pemotongan
Laporan Realisasi dan Penyetoran Kab.
Penerimaan dan Perhitungan Fihak Ketiga o Persentase
Persentase perangkat . Pekalongan, Dana Transfer
Pengeluaran Kas Daerah, Sherah ahk (PFK) dan Laporan Hasil Persentase pengelolaan S U Da perangkat daerah
Laporan Aliran Kas, dan aerah yang menyerankan | . ordinasi dalam rangka | Perbendah 1 yang ki 100 Persen | 2 Laporan 100 Persen mm e yang menyerahkan | 100 Persen 220,000,000
laporan keuangan tepat ) Alokasi
Pelaksanaan Pemungutan/ Penyusunan Laporan terlaksana laporan keuangan
waktu - . Semua Umum
Pemotongan dan Realisasi Penerimaan dan Kelindh tepat waktu
Penyetoran Perhitungan Pengeluaran Kas Daerah, N
Fihak Ketiga (PFK) Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)
I Hasil
Koordinasi Pelaksanaan Juma'll Do}(umen sl
y Koordinasi Pelaksanaan
Piutang dan Utang Daerah z Kab.
: % Piutang dan Utang Daerah Persentase
yang Timbul Akibat Persentase perangkat 5 5 Pekalongan, Dana Transfer
yang Timbul Akibat Persentase pengelolaan perangkat daerah
Pengelolaan Kas, daerah yang menyerahkan R Semua Umum-Dana
A Pengelolaan Kas, Per 1 yang 100 Persen | 2 Dokumen | 100 Persen A yang menyerahkan | 100 Persen 80,000,000
Pelaksanaan Analisis laporan keuangan tepat . K \ Alokasi
5 Pelaksanaan Analisis terlaksana laporan keuangan
Pembiayaan dan waktu B Semua Umum
Pembiayaan dan tepat waktu
Penempatan Uang Daerah Kelurahan
bagai Optimalisasi Kas Benempatan-Ung Jasrsh
serng) sebagai Optimalisasi Kas
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Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Kode Programy/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Catatan Kebutuhan Dana/
Capaian Program Sub Kegi Hasil Kegi = Keluaran Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Penting e
Kegiatan P o Kegiatan Program Sub Hall - L Tolok Ukur Target Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan
Kegiatan
Jumlah Dok Hasil
Rekonsiliasi Data b iz ‘umen = Kab.
F Rekonsiliasi Data Persentase
Penerimaan dan Persentase perangkat ” Pekalongan, Dana Transfer
Pengel Kas sert & h hk Penerimaan dan Persentase pengelolaan s u Da perangkat daerah
5 oz o2 |202 [og: |;SnaSiuaan has serta aerah yang menyerankan | pogeluaran Kas serta Perbendaharaan yang emua 100 Persen | 2000 Dokumdr00 Persen 200,000,000| & MuM-Dana yang menyerahkan | 100 Persen 220,000,000
Pemungutan dan laporan keuangan tepat Kecamatan, Alokasi
Pemungutan dan terlaksana laporan keuangan
Pemotongan atas SP2D waktu Semua Umum
" . Pemotongan atas SP2D tepat waktu
dengan Instansi Terkait 2 5 Kelurahan
dengan Instansi Terkait
5 (02 |02 [2.03 dinasi dan i dan Pel. Daerah 1,290,000,000 1,500,000,000
Koordinasi Penyusunan Jumlah Laporan pats Persentase
Persentase perangkat P A 5 Pekalongan, Dana Transfer
Laporan Haurahivang nenyeral kst Pertanggungjawaban Meningkatnya Saria Y ——— perangkat daerah
5 |02 |02 [2.03 |03 |Pertanggungjawaban yongmem, Pelaksanaan APBD akuntabilitas pengelolaan 100 Persen 1 Laporan 100 Persen 200,000,000 2 yang menyerahkan | 100 Persen 225,000,000
laporan keuangan tepat . Kecamatan, Alokasi
Pelaksanaan APBD Bulanan, Bulanan, Triwulanan dan keuangan daerah laporan keuangan
. waktu Semua Umum
Triwulanan dan Semesteran Semesteran tepat waktu
Kelurahan
Jumlah Laporan Keuangan Kab. Persentase
Konsolidasi Laporan Persentase perangkat Pekalongan, Dana Transfer
Keuangan SKPF[)) BLUD dan | daerah yan: pemerr)\gerahkan SKPD, 8D danyLapomn; | Meninglatys Semuang Umum-Dana parengket:caeral
5 [02 |02 [2.03 |04 g y yeng V! Keuangan Pemerintah akuntabilitas pengelolaan 100 Persen | 3 Laporan 100 Persen 250,000,000 & yang menyerahkan | 100 Persen 275,000,000
Laporan Keuangan laporan keuangan tepat Kecamatan, Alokasi
¢ Daerah yang keuangan daerah laporan keuangan
Pemerintah Daerah waktu o Semua Umum
Terkonsolidasi tepat waktu
Kelurahan
Koordinasi dan Penyusunan Jumiah Rancangan
Rancangan Peraturan
Peraturan Daerah tentang
Daerah tentang Perta néluwaban
Pertanggungjawaban nggungjaw Kab.
Pelaksanaan APBD Persentase
Pelaksanaan APBD Persentase perangkat . Pekalongan, Dana Transfer
Kabupaten/Kota dan Meningkatnya perangkat daerah
Kabupaten/Kota dan daerah yang menyerahkan = Semua Umum-Dana
5 |02 |02 [2.03 |05 Rancangan Peraturan akuntabilitas pengelolaan 100 Persen | 2 Dokumen | 100 Persen 600,000,000 £ yang menyerahkan | 100 Persen 550,000,000
Rancangan Peraturan laporan keuangan tepat Kecamatan, Alokasi
Kepala Daerah tentang keuangan daerah laporan keuangan
Kepala Daerah tentang waktu = Semua Umum
5 Penjabaran tepat waktu
Penjabaran Pert heiiwekan Kelurahan
Pertanggungjawaban Anggung)awe,
Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD Kabupater/Kota
Kabupaten/Kota appae
Jumlah OPD yang
Mengikuti Pembinaan
Akuntansi, Pelaporan dan
Bombi Al . Pertanggungjawaban Kab. B
embinaan Akuntanst Persentase perangkat Pemerintah . Pekalongan, Dana Transfer Crsentase
Pelaporan dan bu Meningkatnya perangkat daerah
N daerah yang menyerahkan | Kabupaten/Kota o Semua 45 OPD Umum-Dana
5 |02 |02 |2.03 |11 |Pertanggungjawaban akuntabilitas pengelolaan 100 Persen 100 Persen 240,000,000 & yang menyerahkan | 100 Persen 300,000,000
: laporan keuangan tepat Jumlah Orang yang Kecamatan, 0 Orang Alokasi
Pemerintah Wkt e = keuangan daerah — UiniEn laporan keuangan
Kabupaten/Kota Mengi k“t‘l Pembinaan tepat waktu
Akuntansi, Pelaporan dan Kelurahan
Pertanggungjawaban
Pemerintah
Kabupaten/Kota
5 (02 |02 [2.04 Urusan Daerah 397,684,401,093 422,574,780,000
PENDAPATAN
. Kab. ASLI DAERAH Persentasg
Analisis Perencanaan dan :frser::ssel:]e::_r:apalan Jumlah desa yang Prosentase Urusan ::!r(:::ngan, (PAD) :;f‘e’::’ﬁa'a“
5 [02 |02 |2.04 |08 |Penyaluran Bantuan ©9 njang menerima dana desa dan | Kewenangan Pengelolaan 100 Persen | 272 Desa | 100 Persen 378,850,000,000| Dana Transfer ogra 100 Persen 404,194,780,000
Keuangan Urusan Pemerintahan Alokasi Dana Desa Keuangan Daerah Kecamatan, U Da: Penunjang Urusan
Daerah Semua l'":'",' s Pemerintahan
Kelurahan Alokasi Daerah
Umum
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Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kel Catatan Kebutuhan Dana/
Capaian Program I Sub Kegi Hasil uaran Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Penting .
Kegiatan PSR Kegiatan | Program Sub Hasl 9 " Tolok Ukur Target Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan
Kegiatan
Kab. Persentase
Persentase ketercapaian | Jumlah tahun Pekalongan, Dana Transfer ketercapaian
% Prosentase Urusan
Pengelolaan Dana Darurat | Program Penunjang tersalurkannya dana untuk Semua Umum-Dana Program
02 (02 (2.04 |09 5 S i 5 ek Kewenangan Pengelolaan 100 Persen | 1 Tahun 100 Persen 6,000,000,000 X % 100 Persen 6,500,000,000!
dan Mendesak Urusan P P 1 dan K Dagrsh Kecamatan, Alokasi Penunjang Urusan
Daerah tidak diprediksi cusngan.Uacrl Semua Umum Pemerintahan
Kelurahan Daerah
Kab. Persentase
P 3 | p
) ersentase kete_rcapalan Jumlah desa yang proseiitise Unissn Pekalongan, PENDAPATAN ketercapaian
Pengelolaan Dana bagi Program Penunjang " Y . Semua Program
02 |02 [204 |10 3 B menerima bagi hasil pajak | Kewenangan Pengelolaan 100 Persen | 272 Desa 100 Persen 12,834,401,093| ASLI DAERAH i 100 Persen 11,880,000,000
Hasil Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan AW Kecamatan, Penunjang Urusan
dan retribusi Keuangan Daerah (PAD) 4
Daerah Semua Pemerintahan
Kelurahan Daerah
02 (02 (2.05 Pengelolaan Data dan Impl i Sistem Infc i Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 335,000,000 370,000,000
Implementasi dan kab, Persentase
Peraliharaan Sitér Persentase perangkat Jumlah Apllka5| §|stem Torwiliidrya Pemieliharan Pekalongan, Dana Transfer peranighat dierah
. p daerah yang menyerahkan | Informasi Pemerintah : Semua b Umum-Dana
02 (02 |205 |02 |Informasi Pemerintah i Sistem Pengelolaan 100 Persen | 2 Aplikasi 100 Persen 335,000,000 s yang menyerahkan | 100 Persen 370,000,000
S laporan keuangan tepat | Daerah Bidang Keuangan Kecamatan, Alokasi
Daerah Bidang Keuangan . Keuangan laporan keuangan
waktu Daerah yang Terpelihara Semua Umum
Daerah tepat waktu
Kelurahan
02 (03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3,475,000,000 4,585,000,000
02 |03 [2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 3,475,000,000 4,585,000,000
Kab.
: Pekalongan, Dana Transfer Persentase bidang
Persatgase bicang tanah Jumlah Standar Harga Fersentase gsatyeng Semua Umum-Dana tanah bersertifikat
02 (03 |201 |01 |Penyusunan Standar Harga | bersertifikat Pemkab % 9 dilakukan pengamanan 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen 175,000,000 X 100 Persen 250,000,000}
yang Disusun 55 Kecamatan, Alokasi Pemkab
Pekalongan fisik
Semua Umum Pekalongan
Kelurahan
Jumlah Rencana Kab.
Penyusunan Perencanaan | Persentase bidang tanah Kebituion Baruig Ml Persentase aset yang Pelatongan; Dona Transir Fersentase dang
Daerah Semua 1 Aplikasi Umum-Dana tanah bersertifikat
02 (03 |201 |03 |Kebutuhan Barang Milik bersertifikat Pemkab dilakukan pengamanan 100 Persen 100 Persen 200,000,000 3 100 Persen 275,000,000}
Jumlah Rencana 0 Kecamatan, 1 Dokumen Alokasi Pemkab
Daerah Pekalongan » fisik
Kebutuhan Barang Milik Semua Umum Pekalongan
Daerah Kelurahan
Kab.
Penyusunan Kebijakan Persentase bidang tanah [ Jumlah Kebijakan Persentase aset yang ::::I‘t;ngan, B::‘:;{;:s::r f::f\n;s::;?g
02 |03 |2.01 [04 |Pengelolaan Barang Milik | bersertifikat Pemkab Pengelolaan Barang Milik [ dilakukan pengamanan 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen 100,000,000 A 100 Persen 110,000,000
. Kecamatan, Alokasi Pemkab
Daerah Pekalongan Daerah fisik
Semua Umum Pekalongan
Kelurahan
Kab.
Persentase bidang tanah [ Jumlah Laporan Persentase aset yang Pekalangan, DariaTransier Pofsafitase b@ang
Penatausahaan Barang 2 g Semua Umum-Dana tanah bersertifikat
02 (03 |201 |05 |, ,.. bersertifikat Pemkab Penatausahaan Barang dilakukan pengamanan 100 Persen | 2 Laporan | 100 Persen 175,000,000 F 100 Persen 165,000,000
Milik Daerah e e Kecamatan, Alokasi Pemkab
Pekalongan Milik Daerah fisik
Semua Umum Pekalongan
Kelurahan
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Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kel o Kebutuhan Dana/
Capaian | Sub Kegi Hasil Kegiatan eiuaran Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Penting
Kegiatan ERRTe ? Kegiatan | Pprogram |  sub basl 15 " Tolok Ukur Target |Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan
Kegiatan
Kab.
G .. | Persentase bidang tanah | Jumlah Laporan Hasil Persentase aset yang Petalongan Delia Tranefer Persentase b’fifmg
Inventarisasi Barang Milik B A E Semua Umum-Dana tanah bersertifikat
6 bersertifikat Pemkab Inventarisasi (LHI) Barang | dilakukan pengamanan 100 Persen | 1Llaporan [ 100 Persen 225,000,000 A 100 Persen 60,000,000
Daerah = = Kecamatan, Alokasi Pemkab
Pekalongan Milik Daerah fisik
Semua Umum Pekalongan
Kelurahan
Dokumen Asuransi
Gedung Kantor, Gedung
Pasar, Kendaraan Dinas
Gedung Bangunan Kab. 3 Dokumen
Terpelihara i .
Pengamanan Barang Milik Persentase bicang tanah Jumlah Laporan Hasil Perserttase pset yang :::l‘;"ga"v st 3::&::::[ f:ri::n:sr:ebr't?ﬁa:ag
7 |9 9 bersertifikat Pemkab s | dilakukan pengamanan 100 Persen | 0 Laporan | 100 Persen 2,000,000,000 ; 100 Persen 2,700,000,000
Daerah Pakalondan Pengamanan Barang Milik fisik Kecamatan, Alokasi Pemkab
9 Daerah Semua 100 Buah Umum Pekalongan
Papan Nama Identitas Kelurahan 200 Sertifikat
Kepemilikan Tanah
Terpasang
Sertifikat Tanah
Jumlah Laporan Hasil
Penilai Milik
enilaian Barang_ il PENDAPATAN
Daerah dan Hasil Kab.
e ASLI DAERAH .
Persentase bidang tanah Keonline Aenkon Persentase aset yang Pekalongar. (PAD) Parsentasd bidang
ilai il Barang Milik Daerah 0 Laporan ifi
PerllatariBarang Mk bersertifikat Pemkab " ; dilakukan pengamanan Semua 100 Persen P 100 Persen 100,000,000| Dana Transfer tanahi bersertifikat 100 Persen 110,000,000
Daerah Jumlah Laporan Hasil B Kecamatan, 2 laporan Pemkab
Pekalongan - - fisik Umum-Dana
Penilaian Barang Milik Semua Alokad Pekalongan
Daerah dan Hasil Kelurahan .
Koordinasi Penilaian i
Barang Milik Daerah
PENDAPATAN
" . Karl ASLI DAERAH o
Pengawasan dan Persentase bidang tanah ::;m .:w:::r:;\nHm Persentase aset yang z:r:uznga"‘ (PAD) f:rl\:?;sr:enif?:a%
Pengendalian Pengelolaan | bersertifikat Pemkab g 9 o ilakukan peng; 100 Persen | 2 Laporan | 100 Persen 200,000,000| Dana Transfer 100 Persen 200,000,000}
o Pengendalian P e Kecamatan, Pemkab
Barang Milik Daerah Pekalongan o fisik Umum-Dana
Barang Milik Daerah Semua lokasi Pekalongan
Kelurahan Alokasl
Umum
Gt Jumlah Dokumen Hasil Kab. PENDAPATAN
Optimalisasi Penggunasry Optimalisasi Penggunaan, 2 ASLI DAERAH 5
Pemanfaatan, : Pekalongan, Persentase bidang
Pemindaht Persentase bidang tanah | Pemanfaatan, Persentase aset yang 5 (PAD) tanah bersertifikat
i aTen A bersertifikat Pemkab Pemindahtang i peng e 100 Persen | 3 Dokumen | 100 Persen 150,000,000| pana Transfer anah Dersertitikat 1 100 persen 330,000,000,
eitsshar, can Pekalongan Pemusnahan, dan fisik . ” G
Penghapusan Barang Milik 9 iy Semua Umum.-Dana Pekalongan
Penghapusan Barang Milik Alokasi
Daerah Kelurahan
Daerah Umum
Kab.
Rekonsiliasi dalam rangka | Persentase bidang tanah Jumlah.ltapAoran Hasil Persentase aset yang Pekalongan, L L bu.i.ang
3 Rekonsiliasi dalam rangka | Semua Umum-Dana tanah bersertifikat
Penyusunan Laporan bersertifikat Pemkab dilakukan pengamanan 100 Persen | 45 Laporan | 100 Persen 40,000,000 i 100 Persen 55,000,000
Barang Milik Daerah pekalon Penyusunan Laporan fisik Kecamatan, Alokasi Pemkab
Bng Nk Laerd exalongan Barang Milik Daerah s Semua Umum Pekalongan
Kelurahan
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Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kel Oxtatan Kebutuhan Dana/
Capaian Program I Sub Kegi Hasil Kegi uaran Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Penting gt
Kegiatan i oar Kegiatan Program Sub adl 9 e Tolok Ukur Target Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan
Kegiatan
Kab.
Persentase bidang tanah | Jumlah Laporan Barang Persentase aset yang Petalongan, DanaTranster Bersentase b@ang
Penyusunan Laporan 3 o ) Semua Umum-Dana tanah bersertifikat
5102 (03 |201 |12 i bersertifikat Pemkab Milik Daerah yang dilakukan pengamanan 100 Persen | 1Llaporan | 100 Persen 60,000,000 : 100 Persen 160,000,000
Barang Milik Daerah : s Kecamatan, Alokasi Pemkab
Pekalongan Disusun fisik
Semua Umum Pekalongan
Kelurahan
Jumlah OPD yang
Mengikuti Pembinaan
Pengelolaan Barang Milik Kab.
Pembinaan Pengelolaan | L an Daerah Pemerintah T Pekalongan, Dana Transfer Persentase bidang
Barang Milik Daerah ) 9 Kabupaten/Kota ) yang Semua 47 OPD Umum-Dana tanah bersertifikat
502 (03 (201 |13 3 bersertifikat Pemkab dilakukan pengamanan 100 Persen 100 Persen 50,000,000 : 100 Persen 170,000,000
Pemerintah Pelalonaii Jumlah Orang yang fisik Kecamatan, 0 Orang Alokasi Pemkab
Kabupaten/Kota g Mengikuti Pembinaan Semua Umum Pekalongan
Pengelolaan Barang Milik Kelurahan
Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota
5 (02 (04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3,979,224,858 3,137,700,000
5 (02 (04 |2.01 i lol; d Daerah 3,979,224,858 3,137,700,000
¥k PENDAPATAN
— Jumlah Dokumen Hasil P:k‘;] ASLI DAERAH
el Analis Pajak Daerah serta | i1 atan PAD tia S ide
5 (02 04 [2.01 |02 4 . Pertumbuhan PAD Pengembangan Pajak 9 P 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen 91,000,000| Dana Transfer Pertumbuhan PAD | 100 Persen 117,700,000
Penyusunan Kebijakan s tahunnya Kecamatan,
5 Daerah dan Kebijakan Umum-Dana
Pajak Daerah Paiak Daerah Semua okasi
! Kelurahan Alokasi
Umum
PENDAPATAN
Jumlah Pelaks :alt;l R
s da Pl;ma! haz d::a ” Peningkatan PAD tiaj SZm ‘;“Qa"‘ o)
5 |02 [04 |201 |03 |Penyebariuasan Kebijakan | Pertumbuhan PAD MYLUNe ovan Filian ning P Kem‘:ﬂmn 100 Persen | 285 Desa/Kelyrtb@ersen 200,000,000 Dana Transfer Pertumbuhan PAD | 100 Persen 210,000,000
5 F y \
Pajalc Deerah Pajak Daerah Semua Umum:Dana
Kelurahan Alokasi
Umum
PENDAPATAN
s K""‘;l ASLI DAERAH
Penyediaan Sarana dan :uma hsl an' SRR A :e ongu; (PAD)
5 (02 |04 |201 |04 |Prasarana Pengelolaan Pertumbuhan PAD erpenuhinya tenaga CANGRaANLADY emua 100Persen | 12Bulan | 100 Persen 550,021,500| Dana Transfer Pertumbuhan PAD | 100 Persen 470,000,000
< administrasi dan tahunnya Kecamatan,
Pajak Daerah . Umum-Dana
penunjang pelayanan PBB Semua Iokasi
Kelurahan Alokas]
Umum
PENDAPATAN
Kab. ASLI DAERAH
Pekalongan, (PAD)
Pendataan dan Pendaftaran Jumlah Kartu Obyek Pajak | Peningkatan PAD tiap Semua 22175 Objek
5 (02 {04 [2.01 |05 Obiek Pajak Daerah Pertumbuhan PAD Duoil tahunnya Keenmatan; 100 Persen Pajak 100 Persen 882,076,958| Dana Transfer Pertumbuhan PAD | 100 Persen 450,000,000
S Umum-Dana
emua 5
Kelurahan Alokasi
Umum
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2023 merupakan dokumen satu tahunan sebagai dasar dalam
melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program - program
pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) ini mengacu pada pemetaan nomenklatur yang
telah disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Permendagri ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah vyang diatur berdasarkan
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan
daerah dan diimplementasikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
(SIPD) serta untuk pemenuhan Standar Pelayanan Mninimal ( SPM ) sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ( SPM) dan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal ( SPM ).

Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 dapat dilihat pada tebel 4.1

1 —
RENCANA KERJA (RENJA) BPKD 2023 66



PEEMRINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif

Tabel 4.1

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023

Kode

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Keuangan

Pagu Indikatif

Sumber Dana

Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan

Keuangan

453,482,912,951

01

Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

43.764.287.000

01

2.01

Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

10,000,000

01

2.01

01

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

10,000,000

DTU-DAU

5 02

01

2.02

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

17,294,287,000

5 02

01

2.02

01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

16,994,287,000

PAD, DTU-DAU

5 02

01

2.02

04

Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

300,000,000

DTU-DAU

5 02

01

2.05

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

5,000,000

5 02

01

2.05

09

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungs

5,000,000

DTU-DAU

5 02

01

2.06

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

430,000,000

5 02

01

2.06

01

Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

10,000,000

DTU-DAU

5 02

01

2.05

02

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

80,000,000

DTU-DAU

5 02

01

2.06

03

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

50,000,000

DTU-DAU

5 02

01

2.06

05

Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

100,000,000

DTU-DAU

5 02

01

2.06

08

Fasilitasi Kunjungan Tamu

45,000,000

DTU-DAU

5 02

01

2.06

09

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

145,000,000

DTU-DAU

01

2.07

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

60,000,000

01

2.07

06

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

60,000,000

DTU-DAU

5 02

01

2.08

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

25,300,000,000

5 02

01

2.08

02

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

25,000,000,000

PAD, DTU-DAU

5 02

01

2.08

04

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

300,000,000

DTU-DAU

01

2.09

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

665,000,000

01

2.09

02

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

295,000,000

DTU-DAU

01

2.09

06

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

250,000,000

DTU-DAU

01

2.09

09

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

120,000,000

DTU-DAU

5 02

02

PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

402,264,401,093

5 02

02

2.01

Koordinasi dan Penyusunan
Rencana Anggaran Daerah

2,237,000,000

DTU-DAU
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5 02 02| 201 |o1 Koordinasi dan Penyusunan 250,000,000 | DTU-DAU
KUA dan PPAS
5 02 02 | 201 |02 Koordinasi dan Penyusunan 200,000,000 | DTU-DAU

Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

5 02 02 | 201 | o7 Koordinasi dan Penyusunan 737,000,000 | DTU-DAU
Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
APBD

5 02 02 | 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan 850,000,000 | DTU-DAU
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Perubahan APBD

5 02 02 | 2.01 11 Koordinasi Perencanaan 200,000,000 | DTU-DAU
Anggaran Belanja Daerah

5 02 02 | 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan 718,000,000
Perbendaharaan Daerah

5 02 02 | 202 |03 Penyiapan, Pelaksanaan 145,000,000 | DTU-DAU

Pengendalian dan
Penerbitan Anggaran Kas
dan SPD

5 02 02 | 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, 125,000,000 | DTU-DAU
Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya

5 02 02 | 202 | o7 Koordinasi dan Penyusunan 188,000,000 | DTU-DAU
Laporan Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan Pemungutan/
Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK)

5 02 02 | 202 |08 Koordinasi Pelaksanaan 60,000,000 | DTU-DAU
Piutang dan Utang Daerah
yang Timbul Akibat
Pengelolaan Kas,
Pelaksanaan Analisis
Pembiayaan dan
Penempatan Uang Daerah
sebagai Optimalisasi Kas
5 02 02 | 202 |09 Rekonsiliasi Data 200,000,000 | DTU-DAU
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan
Pemotongan atas SP2D
dengan Instansi Terkait

5 02 01 | 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan 1,290,000,000
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan

5 02 01 | 2.03 03 Koordinasi Penyusunan 200,000,000 | DTU-DAU
Laporan

Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan,
Triwulanan dan Semesteran
5 02 01 | 2.03 04 Konsolidasi Laporan 250,000,000 | DTU-DAU
Keuangan SKPD, BLUD dan
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

5 02 01| 203 |05 Koordinasi dan Penyusunan 600,000,000 | DTU-DAU
Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

5 02 01| 203 |11 Pembinaan Akuntansi, 240,000,000 | DTU-DAU
Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
Pemerintah
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Kabupaten/Kota

02

02

2.04

Penunjang Urusan
Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

397,684,401,093

02

02

2.04

08

Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan
Keuangan

378,850,000,000

PAD, DTU-DAU

02

02

2.04

09

Pengelolaan Dana Darurat
dan Mendesak

6,000,000,000

DTU-DAU

02

02

2.04

10

Pengelolaan Dana bagi
Hasil Kabupaten/Kota

12,834,401,093

PAD

02

02

2.05

Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem
Informasi Pemerintah Daerah
Lingkup Keuangan Daerah

335,000,000

02

02

2.05

02

Implementasi dan
Pemeliharaan Sistem
Informasi Pemerintah
Daerah Bidang Keuangan
Daerah

335,000,000

DTU-DAU

02

03

PROGRAM PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

3,475,000,000

02

03

2.01

Pengelolaan Barang Milik
Daerah

3,475,000,000

02

03

2.01

01

Penyusunan Standar Harga

175,000,000

DTU-DAU

02

03

2.01

03

Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik
Daerah

200,000,000

02

03

2.01

04

Penyusunan Kebijakan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah

100,000,000

DTU-DAU

02

03

2.01

05

Penatausahaan Barang
Milik Daerah

175,000,000

DTU-DAU

02

03

2.01

06

Inventarisasi Barang Milik
Daerah

225,000,000

DTU-DAU

02

03

2.01

07

Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD

2,000,000,000

DTU-DAU

02

03

2.01

08

Penilaian Barang Milik
Daerah

100,000,000

PAD, DTU-DAU

02

03

2.01

09

Pengawasan dan
Pengendalian Pengelolaan
Barang Milik Daerah

200,000,000

PAD, DTU-DAU

02

03

2.01

10

Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah

150,000,000

PAD, DTU-DAU

02

03

2.01

11

Rekonsiliasi dalam rangka
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah

40,000,000

DTU-DAU

02

03

2.01

12

Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah

60,000,000

DTU-DAU

02

03

2.01

13

Pembinaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota

50,000,000

DTU-DAU

02

04

PROGRAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH

3,979,224,858

02

04

2.01

Kegiatan Pengelolaan
Pendapatan Daerah

3,979,224,858

02

04

2.01

02

Analisa dan Pengembangan
Pajak Daerah, serta
Penyusunan Kebijakan
Pajak Daerah

91,000,000

PAD, DTU-DAU

02

04

2.01

03

Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan
Pajak Daerah

200,000,000

PAD, DTU-DAU

02

04

2.01

04

Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan
Pajak Daerah

550,021,500

PAD, DTU-DAU

5

02

04

2.01

05

Pendataan dan Pendaftaran
Objek Pajak Daerah

882,076,958

PAD, DTU-DAU
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5 02 04 | 201 | 06 Pengolahan, Pemeliharaan, 500,000,400 | PAD, DTU-DAU
dan Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah

5 02 04 | 201 11 Penagihan Pajak Daerah 432,706,000 | PAD, DTU-DAU
5 02 04 | 201 13 Pengendalian, Pemeriksaan 1,323,420,000 | PAD, DTU-DAU
dan Pengawasan Pajak
Daerah
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaanyang disusun
dengan berpedoman kepada RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023.
Substansi Renja disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo
r 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang
rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan
jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka
panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana Kkerja
pemerintah daerah, yaitu memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan
dan lokasi kegiatan dalam pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023, maka

ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Substansi Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 disusun terukur dengan berpedoman
pada arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023.

2. Tindak lanjut alokasi anggaran  Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pekalongan atas proses penganggaran yang tidak sesuai
dengan dokumen Rencana Kerja (Renja), maka akan berpengaruh pada
tingkat capaian target yang telah ditetapkan.

3. Bidang-bidang dan unsur teknis pelaksana kerja pada Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan, agar segera menyusun rencana
kinerja masing-masing dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) yang
telah ditetapkan.

4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan
pada Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip

efektifitas dan efisiensi anggaran,;
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5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaana (Renja) Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023, waijib
dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub
kegiatan tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Pekalongan selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk
tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan. Untuk dapat
merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2023, selain dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan
yang memadai juga diperlukan kompetensi, semangat, tekad dan kedisiplinan
dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang
tersedia.

Disamping itu Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Pekalongan juga memberikan umpan balik (feedback) dalam
pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh
pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan ini dapat menjadi acuan
rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Pekalongan
Tahun 2021-2026 serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan
pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

Kajen, 25 Juli 2022
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